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Penyidikan Dan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana 
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Di Indonesia 

DaJam menjatankan tupsnya, aparatur penegak hukum tidak terlep!lS dari 
kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berJaku. Salah satu upaya untu.k mcnjamin 
perlindungan terhadnp hak asa.si seora.ng tersangka atau terdakwa dalam proses 
peradilan pidana odalah melalui lembaga hukum yang dibentuk sebagai 
fungsionalisasi dan re-evaluasi terbadap sub-sistem peradilan pidana yang telah 
ada yang bertujuan sebagai lembaga pengawasan terbadap upaya paksa dari 
penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam hal 
penegakan hukum (law enforcement}, Dengan tu'ah kebijakan yang didasarkan 
da1am ra.ngka pembabaruan hukum pidana yang menuju pada proses buk.urn yang 
adil (due process of law), dibentuk lembaga Hakim Komisaris sebagai upaya 
dalam pengawasan upaya paksa yang dilnkukan panegak hukum dalam 
menjalankan tugas dan ·kewenangannya. Upaya paksa dalam panegakan hukum 
pada sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) terakumulasi pada sub--, 
sistern peradilan pidana dalam tahapan panyidikan dan panuntutan. Pada tahapan 
penyidikan dan penuntutan ini, Penyidik dan Penuntut Umum memilikl 
kewenangan untuk melakukan Penghentian Penyidikan dan atau Penghentian 
Penuntutan dangan syarat dan ketentuan yang telah ditelllpkan dalam KUHAP, 
tentunya dibutuhkan tindakan pengawasan terhadap kewenangan aparatur penegak: 
hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan 
penyelewengan ataupun pcmyalahgunaan wewenang. Penerapan lembaga Hakim 
Komisaris merupakau mekanisme hukum yang diharapkan menjadi tahap 
minimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam 
sistem peradilan pidana terhadap upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur 
yang telah ditentukan berdasark:an sistem litigasi. Hakim Komisaris secara tidak 
langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan 
aleh Penyidik dalarn rangka penyidikan maupun Penuntut Umum dalam rangka 
penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasamya melekat pada instansl 
yang bersangkutan. Mela!ui lembaga ini juga dimungkinkan adanya pengawasan 
antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal Penghentian Penyidikan dan 
Penghentian Penuntutan. Sehingga dapat dikatal..an bahwa Hakim Komisaris 
adalah lembaga yang merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal 
yang diakomodir oleh Hukum Acara Pidana dalam rangka pembaharuan sistem 
peradHan pldana. 

vi 

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH UI, 2009



ABSTRACT 

Title Judicial Commissioner Authority to the Termination of Investigation and 
Termination of Prosecution related to The Reformation of Criminal 
Justice System In Indonesia. 

In its running tasks, law enforcement apparatus is not apart from the 
possibility to perfonn acts which are conflict with the legislation and regulations. 
One effort to ensure the protection of human rights of a suspect or defendrmt in 
the criminal justice process through the institution of law is establishing the 
Institution namely Judicial Commissioner as the function and ~valuation 
subsystem of criminal justice system that are aimed as a control force to the 
efforts of law enforcement has been given by law. With the policy directions that 
are based in the framework of criminal law to the fair process (due process of 
law), Judicial Commissioner is established as a supervision to the force efforts 
made in the law enforcement At the stage of investigation and prosecution, the 
investigator and the general prosecutor have the authority to make termination of 
investigation and prosecution with the terms and conditions stipulated in the 
criminal justice system. It is needed the supervision to them in order to carey 
authority, not to misuse or abuse authority. With the Judicial Commissioner, it is 
hopefully expected to minimize the occwrance of vio1ations of hwnan rights in 
the criminal justice system toward the force efforts that does not comply with the 
procedure who have been detennined based on the litigation system. Judicial 
Commissioner indirectly supervise the implementation of the force action which 
is done by the investigators in the investigation and by the general prosecutors in 
the prosecution effort. Through this institution, it is also possible for the 
supervision of police and prosecutors in the case of tennination of investigation 
and tennination of the prosecution. So that it can be said that the Judicial 
Commissioner is a horizontally control model in the framework of criminal justice 
~m. • 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Beiakang Permasalahan 

Cita"'((ita untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia sampai sejauh 

ini dirasakan qetum mencapai apa yang dibarapkan. Berbagai problema hukum 

masih menjadi tantangan berat bagi bangsa ini. Terkait permasalahan Hak Asas.i 

Manusja (HAM), mlil.upun yang sangat menggoyahkan kesejahteraan bangsa yaitu 

maraknya tindak ?idana yang terjadi pada segala tingkatan srtruktoral pelayan 

publik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Ketiga) 

menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas Hukum (rechstaaf) yang diietapkan pada Pasal I ayat (3). 

Dengan demildan negara Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan kekuasaan 

belaka dan pemerintahan didasarkan sistem konstitusi, bukan absolutisme. 

Sebagai konsekuensl dari konstitusi tersebut terdapat tlga prinsip yang harus 

diwujudkan yaitu supremasi hukum, kesetaraan di· muka hukum dnn penegakan 

hukum dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. dengan demikian pola pikir, 

sikap dan tindakan warga ncgara, pemerintahari. dan negara harus didasarkan atas 

landasan hukum. DaJam hal ini hukum harus berperan sebagai pengatur sekaligus 

pengawas dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bemegara denga.n satu tujuan 

agar tercapainya ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum. 1 

Secara struktural aparatur penegak hukum terdiri dari pihak Kepolisi<m, 

Kejaksaan dan Kehakiman sebagai lembaga peradilan. Proses penegakan bukum 

dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim dengan peran serta masyarakat da!am 

suatu sistem peradiian pidana (criminal justice sislem).2 

1 Bambang Waluyo, fmplemMtasi Kekuosaan Kciwkimon Rcpubiik lmlone:iia, Jnkln1a: Sinar 
Graflka. 1992, Ha1.2. 

2 Mo.rdjono Reksodlputro, Bunga RampPl Permasala!um Dalam Slstem Peradlitm !'Idanu, 
Kumpufon Karangan, Buku Kcllmn, Jakarta: PPKPH univerclW Indonesia, 2007, Hol. 6 

1 
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Slstem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat untuk 

menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi kejahatan adalah usahu umuk 

mengendalikan kejahatun agar berada dalam batas-batas toleransi masy&rakaL 

Berhastl atau tidaknya suatu sistem pruadilan pidana dapat dinilai. dar! jumlah 

kejahatan yang sampai pada penegak hukum yang dapat diselesaikan melalui 

proses peradilan pidana dan diputus bersala.h serta mendapa.t hukuman.) 

Dalam :>etiap sistem peradilan pidana, maka pidana dtm pemidanaan 

sebenarnya merupakan jantungnya. dengan demikian menempati posisl sentraL 

Oengan itu maka kedudukan Hakim adalah penting dalam kewenangannya 

memutuskan penjatuhan pidana. Dapat dikatakan juga bahwa pada sistem 

peradi!an pidana kedudukan penegak hukum yang memililci posisi sentml dalarn 

penanggulangan kejahatan adalah Hakim. Terkalt dengan diadakannya reformasi 

hukum di Indonesia yang ditujukan untuk pencapaian keadilan dan perllndungan 

Hak Asasi Manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pada sistem peradilan 

pidana yang dijadikan das:'lr reformasi adalah dilakukannya perubahan pada Kirab 
' 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan peraturan 

perundang~undangan yang dijadikan acuan dan pedoman dalam aplikasi sisrem 

peradilan pidana. Langkah reformasi hukum dalam sistem peradilan pidana ini 

dilakukan dengan membuat Rancangan Undang-Undang yang akan menggantikan 

KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). 

Sekalipun ketika KUHAP tersebut dibuat (tahun 1970 sampai 

diundangkan tahun 1981), sudah merupa:kan pembaharuan menye!uruh dar1 kitab 

undang~undang hukum acara pidana kolonial, Herziene Jndische Reglemem 

(HlR), sehingga kita banggakan sebagai salah satu "karya agung}• dalam hukum 

nasiona~. Namun hants diakui bahwa setelah berjalan lebih dar! dua dekade, 

remyata banyak kekurangan dan kelemahan yang ditemukan dalam praktek, 

sehingga timbul kebutuhan baru yang mendesak untuk diperbaiki. Hal ini wajar 

mengingat dinamika perkembangan dan pertumbuhan masyarakat begitu cepat 

sehingga rnenuntut adanya pembaharuan hukum secara berkala atau dengan 

perkataan lain dikehendakinya hukum yang responsif. 

'Ibid. 
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3 

Secara umum, fungsi Hukum Ac:ara Pidana adalah untuk mcmbutasi 

kekuasaan negara dalam :,ertinrlak serta melaksanakan hukum pidana materiil. 

Ketentuan~ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan 1.mtuk melindungi 

para tersangka dan terdakwa dan tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak 

hukum dan pengadilan4
, Pada stsi lain, hukum juga memberikao kewenangan 

tertenru kepada neg.ara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan 

tindakan yang dapat mengurangi hak asasl warganya. Hukum Acara Pida.na juga 

merupakan sumher kewenengan bagi aparat penegak hukum dan Hakim serta 

pihak lain yang terkalt (Penasehat Hukum). Pennasalahan yang muncul adalah 

"penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu Jaub oleb aparat penegak 

hukum11
• Penyatahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang 

berdampal< pada terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk 

kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum;5 

Ciri..ciri negara hulrum antara lain ; Pemerintah dalam meiaksan.akan tugas 

dan kewa.jibannya harus hardasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, 

adiinya jaminan terbadap Hak Asasi Manusia (HAM). adanya petnbagian 

kekuasaan dalam negara, dan adanya pengawasan dari badan-hadan peradilan'. Di 

Indonesia. jaminan perlindungan HAM dituangkan dalam konstitusi maupun 

peraturan perundang-undangan tennasuk da!am Undang-Undang No. 8 Tahun 

198 I len tang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Pada hakeketnya, upaya mengimplementasikan HAM ke dalam Undang· 

undang tersebur adalah berusaha menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai 

niiai tertinggi sesuai dengan martabat bangsa yang merdeka, untuk itu harus 

dijamin pelaksanaannya? 

~ Mnrdjono Jteksodiputro. Httk Asasi MaJWsia dalam SJsrem Peradilan Pldana, Pusal Pelayamm 
Keadi!an dan Pengnbdion Hukum, UniYetsilns lndvnes:la, Jakana, l99S, him. 25 

1 Kewenengnn tersebut nntntn lain dikennl dengan lindaknn Upayu Paksn dari pcncgnk hokum, 
yang dalam hal in! meh:mggar HAM tersangknlterdnkwa, dllakukun dengnn kekerastm ( 11/o/cm:a) 
dnn pcnyik!lann (lcrtvre). bltcn Mien Rukmlni, Fnrlindungan HAM mrJia!ul A.tas Praduga Tldak 
Btrsalah danAsas Persatnaam J<edudukall do/am Hukum, P.T. Alumni, Bnndung, 2003, hlm. Q. 

6 Sri Soemantt!,/Junga Rampal Hukum Tara Nagara Indonesia, Alumni, Bnndung, 1992, him. 29 
' Erman Rajngukguk, Perlu Pembaharunn Hukum dan Profesi Hukum, Pidnto Pengukuhlln Sebag11i 

Guru Besli.r Hokum, Suo.ra Pembaharuan, him. J I dalttm Mien Rukmlni, Mien Rukmini, 

Universitas Indonesia 

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH UI, 2009



Da!am kaitan dengan itu, Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan 

suatu peraturan perundang~undangan bergantung pada penerapan dan 

penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan 

perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan 

arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator pemturan 

perundang~undangani. Penegakan hukum dan pe1aksanaan hukum di Indonesia 

masih jauh dari sempurna. Kelemahan utarna bukan pada sistem huk.um dan 

produk hukumnyat tetapi pada penegakan hukumnya. Harapan masyarakat untuk 

rnempero~eh jerninan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan 

pelaksanaa.n hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip~prinsip keadilan dan 

kebenaran. 

Sebagai karya agung bangsa Indonesia, KillU\P telah meletakkan ilak~ 

Hak Asasi Manusia terutama hak~hak te(sangkalterdakwa secara rnemadai. Akan 

tetapi dalam perja.lanannya, apa yang terangkai secara indah dala:m bads~baris 

kata dan kalimat dalam pasal-pasal KUHAP tersebut dalam implementasinyu 

terbukti tidak rnampu menghudirkan "penghormatan" terhadap harkat dan 

martabat manusia akibat penggunaan kewenangan oleh ap2rat penegak hukum 

secara tidak bertanggungjawab dan terkontrol. Kewenangan yang hakekatnya 

dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga 

negara berubah fungsi menjadi alat penindas dan penyiksa warga negnra yang 

disangka menjadi peiaku tindak pidana (tersangkalterdakwa), meski KUHAP teiah 

memberi batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oJeh apamt 

penegak hukumt antara lain : 

1) the legality principle, 2) the presumption of innocence, 3) the rule for 
errest and accusation, 4) the rule on detection pending trial, 5) the 
minimum rights accorded ro accused to prepare his dafens, 6) the rule 
examination during preliminary investigation and during the trial, 7) the 

Perlindungan HAM mefalul Asas Praduga Tldak Bersalah dan A.sas Persamaam Kcdudukan 
dalam Hukum, P .T. Alumni, Bandung, 1003, hlm, 6. 

1 Saglr Menan, Pcmblne.an Hukum Naslonal, <5lsampaikan untuk kullllh umum dl Fnkul!As Hukum 
Universitas PadjadjatllJ\, Sandung: 18 Agusrus 1997, hlm. 8 
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independence of court of justice and examination in a public trial, 8) !he 
rules on appeal and review against a court decisivn_ 9 

Di antaranya perubahan Rancangan Undang-Uodang KUHAP tersebut 

menggantikan s!stem Pra-Peradilnn dengan sistem Hakim Kornisaris. Hakim 

Komisaris menurut Rancangan Undang-Undang KUHAP memiliki kewenangan 

yang lebih luas daripada Hakim Pra~Peradllan. Menurut Pasal 111 ayat (I) RUU 

KUHAP Haklm Komisaris memilikl tugas dan kewenangan untuk : 

a) menentukan per!u tidak.nya diteruskan penahanan yang dilakukan oleh 

Penyidik atau Penuntut Umum; 

b) menentukan perlu tldak.r!ya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan yang 

dHakukan oleh Penyidik atau Penontut Umum; 

c) menentukan perlu ti.daknya pencabutan atas Penghentian Penyidikan a tau 

Penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum; 

d) menentukan sah atau tidaknya suatu peri.yitaan, penggeledaban tempat tinggal 

atau tempat yang lain yang bukan menjadi milik Tersangka; 

e) memerinlahkan Pcnyidik atau Penuntut Umum membebaskan tersangka atau 

terdakwa dari tahanan sebelum berakhir masa penahanan tersebut, jika 

terdapat dugaan kua.t adanya penyiksaan atau lcekerasan pada tingk.at 

penyidikan atau penuntutan. 

Hakim Komisaris dirumuskan dalam RUU KUHAP memiliki wewenang 

yang lebih luas daripada wewenang Hakim Pra-Peradilan. Karena tidak hanya 

terbatas pada penangkapan dan penah:man ataupun Penghentian Penyidikan dan 

Penuntutan me1ainkan juga perihal perlu !idaknya diteruskan penahanan ataupun 

pe-rpanjangan penahanan. perlu tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, 

perlu tidaknya pencabutan atas Penghentian Penyidika.n atau Penuntutan. sah atau 

tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah Penyidik 

atau Penuntut Umum untuk membebaskan rersangka atau terdakwa jika terdapat 

dugaa:n koat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tlngkat penyidikan 

~ Mardjono Reksodiputro, In Commtmcrarfon Of Ten Years Of The KUHAP {198H99l): An 
OpUmlsJic Pclnt Of View On The Jndcnesltm Criminal Justice System Ami Its Administrafirm. 
Joint Semfm11' lndonesta-Jopan On Comptempo1'ary Problem In The Field od T!ur Cl'fmlnal 
Jw:tfce And Its Administration, Jnkarta, 20·24 January 1992. 
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at.aupun penuntutan. Seorang Hakim Komisaris berwenang memutuskan aLuu 

menetapkan sah tidaknya penangkapao, penahanan, penyitaan, Penghcntian 

Penyidikan, Penghentian Penuntuta:t yang tidak didasarkan pada asas oportunitas. 

Hakim Komisaris juga menentukan perlu tirl.aknya sebuah pena.hanan, 

ganti kerugien atau rebebilitasi bagi seseorang yang ditahan secara tidak sah. Pada 

sisi lain~ Hakim Komisarls juga berwenang menentukan pelampauan batas waktu 

penyidikan atau penuntutan, dan dapat tidakrtya dilakukan pemeriksaan terhadap 

seseorang tanpa didampingi Penasehat Hukum. Seorang Hakim Komisarls juga 

diberi hak untuk mengambil prakarsa untuk menilai sebuah upnya paksa. mlsalnya 

pena.ha.na.n atau penyitaan, sesuai dengan hukum. Bila dilakukan atas prakarsa 

sang Hakim Komisaris, maka dia mengeluarkan sebuah penetapan. 

Namun demikian, prakarsa itu baru boleh diamhif jika sang Hakim 

Komisaris sudah menerima tembusan surat penangkapan, penahanan, penyitaan, 

atau SP~3 yang tidak berdasarkan asas oportunitas. Kalau ada pennintaan dari 

tersangka atau korban kejahatan untuk menilai sah tidak.nya suatu penangkapan, 

maka Ha.k1nt Komisaris bisa mengeluarkan put!.lSan. 

Dalam praktek dewasa ini hakim boleh dikatakan tidak bebas dalam 

menjalankan tugasnya, Seka1ipun tidak dapat dibuktikan secara Jangsung tetapl 

hal ini terasa dan temyata dari adanya tekanan-tekanan ekstem sepertl suap, 

pemyataa.n pejabat mengenai terbukti tidaknya suatu perkara yang sedang 

diperiksa di Pengadilan, ancaman-ancarnan. kolusi, dan juga tekanan-tekanan 

intern yang berupa campur tangan dalam penyelesaian perkara seperti adanya 

surat sakti, telepon dan SMS Snkti dan sebagainya. Karena adanya campur tongan 

dari pihak Juar tersebut iiulah kiranya Hakim tidak dapat bersikap obyektif. Pihak­

pihak tersebut tentunya merupakan persona yang memiliki kewenangan dan 

kekuasaan yang memiliki cclah untuk memasuki ruang lingkup sistem peradilan, 

yang tentunya didukung oleh oknum~oknum yang berada di dalam sistem 

peradilan. 

Belum lagi adanya kepentingan-kepentingan politik dari sejum lah elite 

golongan yang memiliki tujuan 1mtuk mewujudkan kepentingannya yang 
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terkadang bertentanaan dengan norma hukum. Aktor intr:\ektual yang mencad 

kesempatan dan ruang untuk turut serta dalam berjalannya proses peradilan 

pidana, yang bertujuan agar purusan yang timbul dari peradilan tersebut sesuai 

dengan apa yang d!harapkarmya. Tentunya pihak-pihak. tersebut berada pada 

posisi di luar lroridor sistem peradilan pidana1 bukan pihak KepoHsian, Kejaksaan, 

atau pihak dari iembaga peradilan itu sendiri. babkan di luar lingkup Jembaga 

yudisiil. Pthak-pihak ini tentunya mencari celah..eelah hukum yang ada yang dapat 

memberikan suatu kemungkinan untuk merekayasa dan turut serta dalam 

penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Berdasarkan kewenangan Hakim 

Komisaris ya.ng begitu luas cakupannya. mernberikan darnpak pada peradilan 

pidana sebagai suatu sistem yang tidak lagi menjadikan fungsi dan institusi yang 

berjenjang, tapi lebih merupakan sub ordinal-fungsional. Dengan demikian 

jelaslah ba.hwa tugasl fungsi, dan kewenangan Hakim Komisaris yang sangat 

menentukan dalam penanganan tersangka atau terdakwa, sangat renton 

penyelewengan. 

Peranan Hakim Komisaris dalam sistern peradilan pidana tcntunya 

memberi arah pembaharuan dan perbaikan dari sistem yang berjnlan sebelumnya, 

terlebih jika kita melihat pada sistem perodilan saat ini yang menjadi sorotan 

tajam masyaraka:t, karena diharapkan merupakan "benteng terakhir" bagi para 

pencari keadilan. sebab fungsi peradilan dimaksudkan sebagai benteng tcrakhir 

(laatste toevlucht) bagi setlap pencari keadilan setelah tidak berhasll menempub 

atau menggunek.an jalur-jalur atau upaya-upaya hukum tainnya. tetapi 

kenyataannya dewasa ini Pengadilan Hdak atau belum memenuhi harapan. 10 

Jalannya peradi!an tidak cepat seperti yang diharapkan, sehingga den~n 

berlarut-larutnya jalannya peradilan biaya berperkara aka.n meningkat. sehingga 

asas biaya ringan tidak terpenuhi. Beracara di Pengadilan tidaklah sederhana, 

melainkan berbelit~belit. Banyak Pun1san Pengadilan yang tidak memuaskan, 

karena pertimbangan hukumnya terlalu sumir, penemuan hukumnya tidnk tepat, 

10 Sudlkno Mertokusumo. Ks:oo!i!!dlcioo fuk!m Ojtjnhw Darl Strukt!Jr Lembngn Kehakjmnu. Temu 
J!mlab Nasional Mahaslswn Hulrum Indoncia, Yngynkarta 17- 20 Maret, hat l. 
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terlalu fonna!istis, kurang profesional dan sebagainya. Belum !agi yung 

mcnyangkut tentang kebebasan dan integritas Hakim. 11 

Kalau dikatakan bahwa Pengadilan dlharapkan merupakan benteng 

terakhir bagi pencari keadilan bukan berani bahwa melalui benteng terakhir setiap 

pencari keadilan, baik para pihak dalam perkara perdata maupun terdak;.va dalam 

perk.ara pidana, selalu dimeru:mgkan atau dibebaskan1 yang memang tidak 

mungkin, melainkan yang dimaksudkan adalah bahwa setiap pencari keadilan 

mendapat perlakuan hukum yangfair, layak atau adil d1 Pengadilan. 

Terkait dengan perkara. tindak pidana, kedudukan Hakim Komisaris 

tentunya sangat berperan pentin~ yaitu memberikan transparansi di tingkat 

penyidikan dan penuntutan. Hakim Komisaris sebagai penggantl institusi Pra­

Peradilan tentunya ditujukan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk 

mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, Penyidik, Penuntut Umum 

maupun pihak ketiga Yang berkepcntingan. Terkait pada pihak ketiga yang 

berkepentingan tersebut maka perlu ditekankan sejaubmana pihak Hakim 

Komisaris dapat menerima dan melaksanakan tuntutan yang diajukan kepadanya 

untuk dilakukan atau diselenggarakan terhadap terjadinya suatu proses yang 

berjalan tidak sesuai dengan norma hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Kedudukan Hakim Komisaris berada di antara Penyidik dan Penuntut 

Umum (a:paratur penegak hukum} serta masyarakat sebagai pencari keadilan. 

Dengan meJihat kewenangftll yang diberikan kepadanya maka Hakim Komisaris 

dapat melnkukan upaya untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan atau pun 

melakukan upaya rnelanjutken penyidikan dan penuntutan dalam perknra pidana. 

Kajian tesis ini ditujukan terhadap hal tersehut dengan mengetengahkan beberapa 

permasalahan pokok yang akan diurail<:ao lebih lanjut 

11 Ibid. 
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1 .2. ldentitikasi Masalah 

Bertolak dari paparan Jatar belakang masalah, dirumuskan scbagni masalah 

tllama dalam penelitian lni yaitu : "ketidakjelasan kewcnangan Hakim Komisaris 

terhadap Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan dalam perkara 

tindak pidana terkait pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia" 1 hal ini 

diungkapkan dalam judul penelitian yaitu : "KEWENANGAN HAKIM 

KOMISARJS TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN 

PENGHENTIA;"' PENUNTUTAN TINDAK PIDANA TERKAIT 

PEMBAHARUAN DALAM SISTEM PERADILAi'l PIDANA DI INDONESIA". 

Dengan demlldan dapatlah dinunuskan pertanyaan-pertanyaan penetitian 

sebagai berikut : 

1.2. I. Bagaimanakah diharapkan peran Hakim Komisaris dalam sistem 

pembahaman pada peradilan pidana di Indonesia? 

1.2.2. Apakah dalam kewenangan Hakim Komisaris tentang Penghentian 

Penyidikan dan Penghentian Penuntutan terhadap tindak pidana akan lebih 

menekankan pada aspek hukum dan Hak Asasi Mannsia, dernikian pula 

apakah kewenangan Hakim Komisaris lebih meneerminkan asas keadilan 

dan persamaan di muka hukum ? 

1.2.3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilaknkan da!am penanggu!angan dan 

pencegahan tindak pidana terkait pemhaharuan sistem peradilan pidana 

dengan mCkanisme Hakim Komisaris ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini meHputi berbagai dimensi antara lain : 

L3.L Tujuan deskriptif, untuk mengetahui reatisasi Hakim Komisaris da.lam 

pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. 

L3.2, Tujuan kreatif. untuk mengetahui kewenangan Hakim Komisaris daJam 

Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan terhadap tindak 

pidana dalam rangka pembaharuan sistem peradi!an pidana di Indonesia. 

1.3.3. Tujuan inovatif, untuk mengetahui peranan dan kedudukan Hakim 

Komisaris di dalarn upaya penanggulangan dan pencegahan tin.~a.k pidana. 
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1.4. Kegunaan Penelitinn 

Dari hasil peneUtian inl diharapkan da.pat bennanfaat, baik untuk 

kepentingan akademls maupun untuk kepentingan praktis. 

1.4. t. Manfaat akademisDari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

pengembangan ilmu hukum pada khususnya. 

1 .4.2. Manfaat pralct:isDad hasil penelitian in! diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dan wacana bagi para penegak hukum. serta bagi 

masyarakat Iuas agar menyadari akan hak dan kewajibannya untuk 

berperan serta aktif dalam penegakan hukum pidana sehingga tercapai 

peradilan pidana yang adi!. 

1.5. Kerangka Konseptual 

Dalam membiearakan te:ntang kewenangan Hakim Komisaris terhadap 

Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan tindak pidana terkait 

dengan pembaharuan sistem perndilan pidana. maka tidak terlepas dari pengertian 

Hakim Komisaris, Penghentian Penyidikan, Penghentian Penuntutan serta tindak 

pidana. 

Pengertian Hakim Komisaris tela.h dikemd sebelumnya pad a sistem hukum 

di Indonesia. Menurut Adnan Buyung Nasution12 pada saat diberlakukannya 

Reglement op de Strafooerderirrg, Hakim Komisaris itu sudah diatur da!am title 

kedua tentang. Van de rechter-commissaris berfungsi pada tahap pemeriksaan 

pendahuluan sebagai pengawas (examinating judge) untuk mer.gawasi apakah 

tindakan upaya paksa (dwang middelen) yang meliputi pem1ngkapan, 

penggeledahan, penyitaan dan perneriksaan surat-surat. dilakukan dengan sah atau 

tidak Selain itu, dala.m Reglement op de Strqftoerdering tersebut Hakim 

Komisarls atau rechter-commissaris dapat melakukan tindakan cksekutif 

u Adnan Buyung Na,utlon, Prupmd!!an Versu$ Haldm Komisruis: Beberapa Pemiklran mcngertui 
Keberadtiiltl Kedunnya, artikel Huk1.1m KHN, Jflkllfl.ll, 27 November 2001, h.o.l.l2. 
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(investigating judge) untuk memanggil orang, baik para saksi (Pasal 46) maupun 

tersangka (Pasal 47), mendatangi rumah para saksi maupun tersangka (Pasal 56), 

dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tcrsangka 

(Pasal 62). Akan tetapi setclah diberlakukan Herziene Indische Reglement (HIR) 

dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941, istilah rechter-commissaris tidak 

digunakan lagi. 13 

Selanjutnya istilah Hakim Komisaris mulai muncul kembali dalam konsep 

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana draft tahun 1974 yang diujukan 

ke DPR, pacta masa Oemar Seno Adjie, menjabat sebagai Menteri Kehakiman. 

Dalam konsep ini, Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan 

pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (dwang 

middelen), memimpin pelaksanaaan upaya paksa, menentukan Penyidik mana 

yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara Polisi dan Jaksa, serta 

mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak 

yang dikenakan tindakan. 14 

Latar belakang ~iintrodusimya Hakim Komisaris adalah untuk lebih 

melindungi jaminan Hak Asasi Manusia dalam proses pidana dan menghindari 

terjadinya tumpang tindih kewenangan antara petugas penyidik dari instansi yang 

berbeda. Penangk_apan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran 

serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak 

sah merupakan pelanggaran !;erius terhadap hak milik orang, dan penggeledahan 

yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat 

kediaman orang. 

Dasar pemikiran adanya Hakim Komisaris dalam sistem Eropa 

Kontinental, antara lain Belanda, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari fungsi 

Hukum Acara Pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebcnaran sejati 

serta menjalankan atJ.u melaksanakan hukum pidana materiil. Hukum pidana 

materiil memiliki asas fundamental bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada 

undang-undang yang mengatur sebelumnya (nullum delictum nulla poena p1·aviae 

13 Ibid. 
14 lbid, hal.l3. 
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siena lege poenall). Asas ini yang dimuat dalam pasal 1 We! book van Slraftrecht 

Be!anda, yang mcmpcngaruhi keseluruhan proses Hukum Acara Pidana, haik di 

dalam penyidikan, penuntutan maupun penggeledahan.15 

Untuk se.seorang yang dinyatakan sebagai cersangka arau terdakwa, maka 

hukum acara mensyaratka1\ harus udanya dugaan keras bahwa orang tcrsebUi 

bersalah melakukan suatu tlndak pidana. Begitu pula seseorang yang ditahan 

harus dipenuhi syarat ba~1wa ada cukup bukti babwa orang tersebut bersalah 

terhadap tindak pi dana yang dilakukannya. Demikian juga di da1am hal memasuk.i 

rumah seseorang (menggeledah)~ ha.rus ada dugaan keras bahwa telah terjadi 

tindak pidana. Sebab, jika tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut maka pihak 

tersangka dapat meJakukan perlawanan yang dapat dlbenarkan oleh Hakim.16 

Maka dapat dimengerti munculnya fungsi Hakim Komisaris dalam sislem 

Eropa Kontinental seperti Belanda bertujuan mt::ngawasi jalannya proses Hukum 

Acara Pidana khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini 

pihak Penyidik dan Penuntut Umum yang dalam rangka mencari bukti pada 

pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan-tindakan upaya paksa berupa 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat-surat. 

Dengan demikian pengawasan Hakim Komisaris ini pada dasamya merupakan 

hak kontrcl dari pihak yudisiil terbadap eksekutit: Karena itulah Hakim diberi 

wewenang yang demiklan luas rnencampuri bidang tugas Penyidik maupun 

Penuntut Umum dalam haJ pemeriksaan pendahuluan. Sekalipun demikian di 

Negeri Belanda sendiri sampai sekarang. masih menjadi persoalan sampai sejat1Jl 

mana batasan wewenang Hakim Komisaris dalam mengawasi pemeriksaan 

pendahuluan. karena dianggap mencampuri bidang eksekutif yaitu bidang 

penyidikan yang merupakan wewenang Penyidik dan atau Kejaksaan selaku 

Penuntut Umum. Sebab, misalnya dikhawatirkan pada saat seorang Hakim 

lllbid. 
16 lbid. 
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Komisaris memasuki bidang eksekutif dan harus be(hadapan dengan masalah 

kebijakan, maka Hakim tidak akan bisa lagi bersikap netrat. 17 

Hakim Komisaris menurut Rancangan Undang~Undang KUHAP memiliki 

kewenangan yang lebih luas daripada Pra~Peradila.n. Menurut Pasal I l l RUU 

KUHAP Hakim Komisaris memilikl tugas dan kewenangan untuk: 

a) Menentukan perh.1 tidaknya diteruskan penahanan yang dilakukan oleh 

Penyidik atau Penuntut Umum; 

b) Menentuknn perlu tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan yang 

dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum; 

c) Menentukan perlu tidaknya pencabutan atas Penghentian Penyidikan atau 

Penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik ata:u Penuntut Umum; 

d) Menentukan sah atau tidaknya suatu penyitaan, penggeledah.an tempat 

tinggal atau tempat yang lain yang bukan menjadi milik tersangka; 

e) Memerintahkan Penyidik atau Penuntut U;num membebaskan tersangka 

atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir masa penahanan tersebut, 

jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan atau kekerasan pada tingkat 

penyidikan atau penuntutan. 

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakuka.n dengan 

permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga1 atau 

kuasanya: kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris 

pada tahap pemeriksaan pendahuluan berslfat akt:it: dan berfungsi baik sebagai 

examinatingjudge maupun investigatingjudge.13 

Dalam KUHAP tidak secara eksplisit disebutkan apa yang dimaksud 

dengan Penghentian Penyidikan, dari ketentu.an Pasal 109 ayat {2) dapat diambil 

17 Andi Hnmz.all, Pokok·pokok Plkiran Rancungun Undang-Lindang lentn.ng Hukum Acnrn Pidunn, 
Artikel hukum pad11 www. legalilus.org {hllp:I/\Y\llw.legolitlls.orgl!nc!~phplbuka.php?d .. 
nrt+2&f-pokok_ pokok_ p!kiran_ ruu_hnp.hlm). haLl. 

11 Op. Cit. Adnan Buyung, Hal. 15, 
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pengertian bahwa Penghentian Penyidikan adalah kewenangan Penyidik untuk 

menghentikan penyidikan dengau alasan : 

a, Tidak terdapat cukup bukti, yahu setelah Penyidik melakukan kegiatan 

penyidikan secara optimal temyata tidak berhasil menemukan alat bukti 

minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Pasall83 jo 184 KUHAP; 

b. Peristiwa yang disidik ternyata buktm merupakan tindak pidana, yaitu 

setelah Penyidik secara cermat melakukan penyidikan temyata perist!wa 

yang ditanga.ni tersehut adalah peristiwa perdata; 

c. Penyidikan dihentikan demi hukum, yaitu seteJah Penyidik melakukan 

penyidikan secara seksama. temyata pedsriwa pidana tergebut tergolong 

sebagai perkara nebls in idem atau tersangka meninggal dunia dan gugur 

karena kadaluwarsa.19 

Mengenai Penghentian Penuntutan dlatur dalam PasaJ 140 ayat {2) yang 

menegaskan bahwa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan suatu 

perkara. Artinya, hasil pemeriksaun penyidikan tindak pidana yang disampaika.n 

Penyidi~ tidak dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke sidang Pengadilan. Akan 

tetapi hal tersebut tidak dimaksudkan sebagai deponir atau menyampingka.n 

perkara pidana tersebut. Penjelasan Pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa 

Penghentian Penuntutan bukan tennasuk penyampingan perkara untuk 

kepemingan uml!m yang menjadi wewenang Jaksa Agung. 

1.6. Kerangka Teori 

Lawrence M. Friedman mengemukakan dalam tesisnya tentang hukum 

Amerika bahwa dalarn sebuah sistem hukum terdapattiga komponen penting yang 

sating mempengaruhi. Katiga komponen tersebut adala.h : struktur, substansi, dan 

budaya hukum. Tentang struktur hukum dljelaskan merupakan struktur dari sistem 

hulrum yang terdiri dari unsur-unsur kualitas, dan kuantitas Pengadilan, 

yurisdiksinya serta cara banding dari suatu Pengadilan ke Pengadilan Jainnya. 

Substansi adalah aturan, norma, dan pola peri1aku nyata manusia yang berada 

19 Waluyadl, S.H., Penge.tohu.an Dinar HPkum AC<tn1 ?idtma (Sebuah Catatan Khusus), C.V. 
Mandar Maju, BandUng, 199'1, hal. 43. 
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dalam sistem itu atau substansi juga bcrarti produk yang dihasilkan o!clt orang 

yang bcrada di dalnm sistem hukum itu, keputusan yang merekn keluarkun, aturan 

baru yang mereka susun. Sedangkan budaya hukum berarti sikap manusia 

terhadap hukum dan sistem hukom. kepercayaan, nilai, pemikiran serta 

harapannya, Budaya hukt.m adaiah suasana pikiran sosial dan kekuatao sosial 

yang menentukan bagaimana hokum digunakan, dihindari atau disalah-gunakan. 10 

Berpijak pada konsep slstem hukum yang dikemukakan oleh Friedman 

tersebut,. maka dalam sebua.h sistem peraditan p[dana, khususrrya datam penempan 

lembaga Hakim Komisaris dalam kaitarmya dengan Penghentian Penyidikan atau 

Penghentian Penuntutan juga mengandung unsur tersebut. Struktur, merupakan 

lembaga Hakim Komisaris yang ada dalam sistem peradilan pidnna yang 

berwenang menilai ja.lannya P.enyidikan dan Penuntutan, dan wewenang lain yang. 

dltentukan dalarn Undang~Undang, Substansi, adalah aturan yang meng:llur 

tentang Hakim Komisaris dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah 

dan ordonansi-ordonansi yang mengatur di dalamnya fungsi dan struktur Hakim 

Komisaris. Budaya hukum, rneliputi sunsana pemikiran masyarakat tentang 

bagairnana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Hal ini berarti 

bahwa baik bagi penegak hukum, masyarakut pencari keadilan, tersangku atau 

terdakwa. mekanisme Penghentian Penyidikan atau penuntutan tindak pidana 

masih ada hal-yang yang bel urn jelas, untuk itu perlu diadakan pembaharuan.:u 

Masalah~masalah yang ada sebagaimana dinraikan di atas jika dibiarkan 

akan menjadikan penerapan KUHAP bersifat kurang tanggap akan tuntutan 

perkernbangan masyarakat. Hal ini scjalan dengan pandangan yang berkembang, 

yang mengatakan : tidak ada lagi undang-undang (hukum positit) yang bisa 

bertahan abadi. Dengan demiki.an, tidak salah jika KUHAP sudah saatnya 

memerlukan pen!f\lauan atas sebagian nilai. Standamya pun perlu dikoreksi, 

misalnya penggantian lembaga Pra-Peradi!an menjadi Hakim Komisaris atau Hakim 

lnvestigasi yang wev.'Cl'lat'ignya [ebih luas dan lebih terperincL Kekurangan dan 

ke1emahan KUHAP lainnya yang juga disorot adalah keberadaan tembaga Pra-

" Lawrence M. Friedman, American Law An introduction, ~ Mftlcn (Hukum Amerika. Sebunh 
Penganw, Penerjemah : Wlshnu Basuld), Jakarta : Tatanusa, ha!.6-8. 

21 Ibld. Hal.8. 
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Perad!lan, yang temyata tidak sesual atau menyimpang dengan konsep aw.al sebagai 

lemb:1ga representasi perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya terhudnp 

kedudukan tersangka {dalam proses penyidiKan) dan terdakwa (dalam proses 

penuntutan). n 

Dibentnknya Jembaga Hakim Komisaris sebagai salah satu upaya 

perobalum KUHAP, tidak lain dimaksudkan sebagai proteksl terhadap 

penyimpangan upaya paksa dalam arti h.tas (dwang-middelen) dari apamtur 

penegak hukum, Agar prok'teknya sesuai dengan knhendak - perlindungan Hal< Asasl 

Man~ bagi pihak·pihak yang terlibat. Terhadap lahimya undang-undang baru, 

yang secara tersendirl dan khusus mengatur tentang Hukum Acara Pfdana, seperti 

Undang-Uru!ang Penp!ilan HAM, Urulanf!'Undang Terorisme, Undang-Uru!ang KPK dan 

lain~Jain, maka sepanjang tidak dttentukan lain dalam KUHAP, tetap beriaku 

sebagai pem.turan khusus tentung acara pidana sesuai dengan asas lex spesialis · 

derogatlegi generali:13 

Maka dalam rangka merespon perkembangan yang terjadi dan munculnya 

kelemahan-ke!emahan yang terdapal dalam KUHAP, langkah yang harus dilakukan 

adalah meJakukan revisi atau perbaikan. Yang perlu diperhatikan adalab 

bagaima.na lebjb mengefektifkan sarnna kontrol terhadap segala tindakan aparatur 

penegak hukum, sebagai perwujudan prinsip negt.rn yang melindungl hak asasi 

warganya. 

2 ~ A. Samsan Ngaro, Prnktik Penernpnn KUHAP dan Perlindunga.n HAM, Artikel Hukum dlunduh 
pada v.'WW.hukumonline.com parln tnnggnl 16 nktober 2008, HaL 3. 

u Op.Cit. Adnan buyung nasution, hal.!}, 
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1.7. Metodologi Penelitian 

1.7.1. Metode Penelltia:n 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum 

nonnatlf, yaitu i)enel itian yang didasarkan pad a sumber data sekunder 

berupa peraturan~peraturan hukum, rancangan peraturan hukum, tcori-teori 

hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

1. 7:2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah yang paling sesuai dan berka.ltan erat 

dengan materi penelitian, yaitu peraturan perundangkundangan yang 

memuat materi yang terkait tenrang pennasalahan yang aka.n dltelitL Juga 

akan rnenggunakan bahan-bahan lainnya seperti, hasil penelitian (makalah, 

skrlpsi1 tesis, disertasi), buku-buku, simposium seminar, jurnal~jurnal 

ilmiah serta media massa lainny~ serta wawancara dengan para ahli 

bukum. 

1.7.3. Merode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode: 

1.7.3.1. Data Sekunder 

1.7.3.1.1. Studi kepustakaa:n 

Pengumpulan data dilakukan dengan rnelakukan pengkajian, 

pengolahan dan pengumpuJan secara sistematis terhadap 

literatur. peraturan .. peratumn perundang-undangan maupun 

karya ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta 

pembahasan hasil penelitian. 

1.7.3.1.2. Studi dokumen 

Dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari undang­

undang dan rance.ngannya yang terkait dengan pembahasan 

penelitian inL 
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1.7.3.2. Data Primer 

Pengumpnlan data primer dilakukan dengan cara wawancara 

dengan para ahli hukum yang terkait dengan obyek pene!itian 

yaitu antara Jain adalah Anggota Penyusun Rancangan Undang~ 

Undang Kitab Undang~Undang Hukum Acara Pidana. 

1.7.4. Analisis Data 

Data yang didapat akan dianalisis yang kemudian disusun secan1 

sistematis untuk selanjutnya. dianalisis secara kualitatif untuk 

mendapatkan basil yang bertujuan mendapatkan penjelasan atas 

permasalahan yang dibahas. 

1.8. Sistematika Peoulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan law be!akang dan a!asan penelitian mengenai 

kewenangan Hakim Komisaris terbadap Penghentian Penyidikan dan Pengbentian 

Penuntutan dalarn perkara tindak pidana Wkait dengan pembabaruan sistem 

peradilan pidana. Selanjutnyo akan dibahas kerangka teori yang digenakan unruk 

menganalisa permasalahan di atas. Selain itu juga akan diuraikan metodologi 

penelitian yang akan digunakan serta sistematika penuiisan untuk memperjelas 

tata wutan uraian tesis ini. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM KOMISARIS DALAM 

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA 

Dalam bah ini akan menguraikan latar belakang tentang Hakim Komisaris 

dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang diatur seat ini di daJaru peraturan 

perundang .. undangan dan pada saa.t yang akan datang. 

BAB III KONSEPSI PERATURAN TENTANG HAKJM KOMISARJS 

TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DAN 

PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DALAM UPAYA 

PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI!NDONESIA 
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Bab ini akan membahas hasH penelitian terhadap kewenangan Hakim 

Komisaris terhadap Penghentian Penyidlkan dan Penghentian Penuntutan dalam 

perkara tindak pidana terkait pembaharuan dahun sistem peradilan pidana serta 

penyelesaian pada masalah yang ada di dalamnya. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasi1 peneiitian serta saran yang 

dlha.repkan akan membantu menyelesaikan masalah yang terkait pada 

kewenangan Hakim Komisaris terhadap Penghentian Penyidikan dan Penghentian 

Penuntutan dalam perkara tindak pidana terkait pembaharuan dalam sistem 

peradilan pidana. 

Universitas Indonesia 

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH UI, 2009



BABII 

TINJAUAN UMUM TBNTANG HAKJM KOMISARIS DALAM 

PEl\'iBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA 

2.1. Sistem Hukum Pidana Di Indonesia 

2.1.1. Pengertian Sistem Hukum Pidana 

Sebe!um menguraikan pengertian dan pemahaman tentang kedudukan 

Hakim Komisaris dal~ rangka pembaharuan da.lam hukum pidana formil di 

Indonesia, terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian sistem hukum pidana itu 

sendlr~ dimulai dengan pengertian sebuah 11Sistem", "hukum'~, dan "pldana". 

Telah banyak diuraikao oleh para ahH dalam bidang masing-maslng 

pengertian/rumusan atau definJsi tentang "slstem". Secara terminologi kata 

"sistem" berasal dari bahasa lnggris yaitu "system", dalam kamus bahasa lnggris 

yang berjudul The American Heritage Dir.tionary of The English Language 

disebut delapan arti tentang kata system. Salah satu pengertian system menurut 

kamus tersebut adalah ''A group of inleracllng. interelales or interdependent 

element forming or regard as forming a colective entity" 14
• Dari penjelasan 

pengertian sistem yang dikutip di atas. dapat disimpulkan bahwa suatu sistem itu 

terdiri dad hubungan saling ketergantungan di antara bagian·bagian 'atau unsor­

unsur delam sistem dan merupakan suatu kesatuan. 

Rumusan lain berkenaan dengan sistem adalah suatu proses yang terdiri 

atas berbagai unsur ataU komp-onen yang secara struktural dan fungsional satu 

sama lain berkaitan, saling menunjang dan mengisi, sesuai dengan peranan dan 

kedudukan rnasing-masing, namun secara kese!uruhan merupakan keutuhan yang 

mutlak didukung oleh setiap komponen betapapun keci1 nilainya. Jadi da.lam 

sebuah sistem berada struktur dan fungsi dari bagian (sub) sistem, yang masing­

maslng bagian ltu sallng terkait, menunjang dan menglsi secara fungsionnl yang 

24 Dikutip ®lam Winarno Yudho dan Agus Bro!osusllo, Materi Sistcm Hukum lndtmcsia, Jakarta: 
KBnlnin, 1996, Ha!.l-2. 

20 
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satu dengan yang lainnya. Bilamana salah satu sub-sistem tidak berfungsi maka 

sub~sistem yang lainnya akan terganggu sehingga sistem tidak berjalan dengan 

semestlnya.25 

Terkait dengan sistem hukum adalah tepat bila didasarkan dari pendapat 

Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa dalam sebuah sistem hukum 

terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi. Ketiga komponen 

tersebut adalah : Struktur HukU!n, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. 

Tentang Struktur Hukum dijelaskan merupakan struktur dari sistem hukum yang 

terdiri dari unsur~unsur kualitas dan kuantitas Pengadiian, yurisdiksinya serta cara 

banding dari suatu Pengadilan ke Pengadilan lainnya. 26 

Mengenai Substansi Hukum, sejalan dengan teori Hans Kelsen yang 

menyatakan bahwa sistem hukum itu merupakan suatu sistem tingkatan kaidah. 

Artinya suatu keadaan hukum yang tingkatannya lebih rendah harus berdasar atau 

berpegangan pada kaidah bukum yang Iebib tinggi yang dinamakan konstitusi, 

itupun harus bersumber pada suatu norma dasar yang dlsebut grundrrorm?1 

Komponen Stiuktur Hukum tersebut dalam aplikasinya di Indonesia 

seperti terlihat dalam TAP MPR No. lll/MPR/2000 dan dituangkan dalam 

peraturan perundang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Struktur Huk:um tersel:mt merupakan tata urutan 

peraturan perundang-undengan yang dimaksudkan sebagai be ' 

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945; 

2. Undang .. Undang!Peraturan PemerintS.h Pengganti Unda.ng-undang; 

3. Peraturan Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden; 

5. Peraturan Daerah. 

Substansi Hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia 

yang berada dalarn sistem ltu. Substansl Hulrum juga berarti produk yang 

:~Ibid. 
2~ Op.clt. Lawrence M. Friedman (Pcnerjcmah : Wishnu Beukl). 
11 Marla Ferlda tndrntl Soepmpto, limu Perundang-undangan, V<lgyakruta : Knnlslus, , 1998, 

ha1.8. 
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dihasilkan oleh orang yang bera:da di dalam s.istem hukum itu~ keputusan yang 

mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Hasil nyata yang diiahirkan 

oleh sistem hukum ini dapat berwujud hukum in-abstracto maupun hukum inw 

concreto. Hukum in-abstracto merupakan kaidah umum yang berslfat abstrak 

karena berlakunya kaidah semacam itu tidak ditujukan kepada orang-orang 

tertentu atau pihak-pihak tertentu. Kaidah itu berlaku atau ditujukan kepada siapa 

saja yang dikenai perumusan k.aidah umum, hal tersebut dapat dilihat pada 

undang-undang yang ada. Denga.n demikian dapat disimpulkan bahwa hukum in­

abstacta itu adalah hukum yang menyangkut aturan-aturan hukum baik yang 

berupa undang:-undang atau bentuk lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan 

hukum i~ncreto ada1ah keputusan-keputusan dalam kasus perkara konkrit yang 

memilild kekuatan mengikat karena salt menurut huk:um, Unsur Substansi Hukum 

ini dapat pula ditujukan untuk adanya perbedaan hukum dalam bentuk hukum 

publik dan hukum ptivat serta hukum materiil dan hokum fonni1.28 

Sedangkan Budaya Hukum berarti sikap manusfa terhadap hukum dan 

sistem hukum~ kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya Hukum 

adalah suasana pikinm sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana 

hukwn digunakan, dihindari atau disalahgunak:an.29 

Dengan ketiga sub~sistem tersebut maka diharuskan untuk berjalan secara 

slnkron sehingga sistem hukum berjalan sesuai dengan a.pa yang ditujukan. Secara 

khusus di dalam pembahasan tentang sistem hukum adalah merupakan suatu 

mekanisme yang dapat diterapkan pada bidang hukum apa yang akan dljadikan 

sebagai pencapaian suatu tujuan dari penerapan sebuah sistem hukum tersebut. 

Terkait dengan obyek penelitian yang akan dibahas maka sistem hukum tersebut 

akan diterapkan pada bidang hukum p!dana, seh!ngga ko!1Sep yang didapat eda!ah 

sistem hukum pidana yang akan diapJikasikan untuk pencapaian suatu tujuan.:'0 

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" 

mengandung arti hal yang 01dipidanakan", yaitu oleh suatu instansi yang berkuasa 

11 Op.ett. Lawrence M, Friedman (Penerjemah : Wislmu Bnsuki), hnl.7 
19 Ibid. 
lo Wirjcmo Prodjodi!roro, Asas~asns Hukum Pidona Di Indonesia, Bandung: Erseo,l989, lmL L 
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dllimpahka.n kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak menyenangkan 

dirasakannya dan juga hal yang tidak pernah dilakukan sehari-harinya. Tentunya 

ada alasan untuk melimpahkan pidana itu, dan alasan ini selayaknya ada 

hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya ada seorang oknum yang 

terkait bertindak tidak sewajarnya. Maka unsur "'hukuman" sebagni suatu 

pernbalasan tersirat dalam kata '•pidana'\J1 

Moeljatno memberikan pengertian hukum pidana sebagai bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara, yang mengadakan dasar­

dasar dan aturan-aturan untuk rnenentukan perbuatan~perhuatan mana yang 

dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 

siapa yang melakukannya, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka 

yang telah melakukan perbuatan yang dilarang itu dapat dikenakan ancaman atau 

dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah ditentukQil. atas perbuatan tersebut, dan 

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang dlsangkakan telah melanggar larangan itu. 32 

Dalam peristilahant hukum pidana mulai dipergunakan pada era 

pendudukan pemerintahan Jepang yang digunakan untuk pengertian "Strafrecht" 

dari babasa Belanda, sebagai pembedaan dengan hukum privat (perdata) yang 

daJam bahasa Belanda adalah privaatrecht. Selain telah dilakukan kodifikasi, 

hukum pidana juga telah dlunlflkasl, yang dimaksudkan telah berlaku bagi seluruh 

rakyat tanpa ada pembagian golongan-golongan atau kelompok~kelompok 

tertentu .. ll. 

Datarn pencapaia.n tujuan huk:um pidana yaitu untuk menciptakan 

kesejahteraan sosial pada masyarakat secara umum, dipetlukan tindakan 

penegakan hukurn (law enforcement) untuk merJadikan hukum pidana sebagai 

sarana upaya penangg~langan dan peneegahan dari hal-hal yang dapat 

menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Kondisi penegnkan 

hukum yang berhasil mewujudkan stabiHtas nasiona! tersebut merupakan syarat 

)I Ibid. 
31 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pfdana, Jalwte: Rlneka clpta, , 2000, hal. I. 
'
3 Opcit. Wirjono Prodjodikoro, hat2. 
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mutlak untuk mewujudkan tujuan nasionai sebagaimana tercantum daiam 

Pembukaan UUD 1945 alinca IV. Dengan adanya stabiiitas nasional yang: aman 

dan dinamis itu akan memungl<inkan negara dan rakyat hidup dalam kcadnan 

.aman dan damai, bebas dari segala ancaman dan rongrongan. Namun dalam 

kenyataa.nnya. dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita nasional tersebut terdapat 

kendala-kendala yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat baik yang datang 

dari luar maupun yang datang dari dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu 

kendala atau hambatan itu adalah prilaku individu atau sekelompok individu yang 

menyimpang dari norma-norma yang beriaku dalam masyarakat, bail< norma yang 

tidak tertulis seperti nonna kesusilaan, kesopanan. adat istiadat, agama. maupun 

datarn konteks ini terutama nonna hukum pidana yang sifatnya tertulis yang oleb 

rnasyarakat disebut sebagai kejahatan. H 

Kejahatan yang terjadi teotu saja menimbulkan kerugia.n-kerugian baik 

kerugian yang bcrsifat ekonomis materiil maupun yang bersifat immateriil yang 

menyangkut rasa aman dan tentcram dalam kehidupan bennasyarakat. Secara 

tegas dapat dik:atakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial 

(a-sosial).35 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun 

kejahatan tersebut tidak pernah sima dari muka bumi, bahkan semakin meningkut 

cam hidup manusia maupun teknologi semakin c~nggih pula ragam dan pola 

kejahatan yang muncul. Tidak hanya di Indonesia saja, pada dasamya setiap 

masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini 

berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah 

mungkin angka kejahatan melalui berbagai aiternatif penegakan hukum. 

Penegakan hukum yang telah diJakukan secara in-concreto dalam hukum pidana 

adaJah dengan menerapkan mekanisme hukum pidana secara formil, yaitu dalam 

sistem peradiJan pidana. 36 

l• Wldlyantl, Ninik do.n Panji Anoraso.. !98-7, Ptttkemlu:mgan Kejohotondon Mosalahtlyti, Pradnya 
Jnknrta : Pammilll,. Bill. 58. 

H JbJd, 
lb Ibld. Hal.60. 
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2.1.2. Sisrem PeradiJan Pidana Indonesia 

Sebagaima.na. diketahul. yang dinamakan sistem adalah suatu kesatuan 

yang terdir! da.ri unsur~unsur yang berkaitan erat satu sarna lain, yang tidak 

menghendaki adanya konflik di daiam slstem itu, dan kalau terjadi konflik maka 

konflik itu tidak akan dibiarkan berlarut~larut, namun akan dipecahkan oleh dan di 

dala.m sistem itu S<mdiri. Demikian pula dengan sistem peradilan yang t::rat 

hubungannya dengan sistem-sistem lain daJam sistem hukum nasional, sehingga 

dalam meniJai atau memantapkan sistem peradilan. kita tidak boleh Jepas dari 

sistem~sistem lain da!am sistem hukum nasionai. Mengingat hahwa sistem 

peradiian itu tidak berdiri sendiri dan mengingat pula keadaan umurn dewasa ini, 

maka tidak dapat terlalu diharapkan sepenulmya basil yang maksimal dari usaha 

pemantapan sistem peradilan ini. 

Sistem peradUa.n menurut Muladi met"l:lpaka.n bentuk suatu sistem yang 

unik. karena perbedaannya dengan s!Stem~sistem sosiaJ yang lainnya. Perbeda.an 

ini terletak pada kesadarannya untuk memproduksi segaia sesuatu yang sifatnya 

unwelfare dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang bersifat welfare. 

Segala sesuatu yang unwelfare tersebut dapat berupa perampasan kemerdekaan, 

stigrnatisasi, perarnpasan harta benda, dan bahkan terkadang hihmgnya nyawa 

manusia, atau di beberapa negara berupa siksaan tisik.37 

Sebagai suatu sistem. peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau 

sub~sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan terpadu ogar 

dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang makslmat Sub~sub sistem ini terdiri 

dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Jembaga koreksi yang bersifat 

im .. iitusional maupun non~institusional. Mengingat peranannya yang semakin 

besar, Penasel:tat Hukum dapat dimasukkan pula sebagai quasi sub~sistem. 

Kombinasi antara efisiensi dan efekt!vitas dalam sistem sangat pentlng, sebab 

belum tentu efisiensl masing-maslng sub~sistern, dengan sendirinya .akan 

menghasilkan efektivitas. Fragmentasi fungsiona1 pada sub~sistern akan 

mcngurangi efektivitas sistem terse but, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut 

'
7 Moladi, Kaplfa Selekta Slslem Peradilrm Pldtma, Semarnng : Badnn Penerbit Undip, 2004, 
hn1.21. 
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secara keseluruba:n disfungsional,38 

Sccara fungsiona.l, sistem peradilan pidana rnemiliki dimensi gand", Pada 

satu pihak sistem peradilan pidana berfungsi sebagai sarana mas:yarakat unt\lk 

menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (crfme 

containment sy.stem). Di lain sisi sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk 

pencegahan1 yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang 

pernah melakukan kejahatan dan mereka yang bermaksud untuk melakukan 

kejahatan, Sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasiona!kan 

hukum pjdana sebagai sarana utamanya. 

Sistem peradilan pidana merupakan sistem da!am masyarakat untuk 

menrmggulangi rnasalah kejahatan. Menanggulangi kejahatan adalah usaha 

mengendaHkan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masya.rakat. 

Berhasil atau tidaknya suatu sistem perodihm pidana dapat dinilai dari jumlah 

kejahatan yang sarnpai kepada penegak hukum yang dapat diselesaikan melalui 

proses peradilan pidana dan diputus bersalah serta mendapat sanksi (hukurran).39 

Dalam sistem peradi!an pidana terdapat beberapa asas utama yang liarus 

dihayati dalam implementasinya, karena pada tiap individu haros benar-benar 

merasa terjamin bahwa mekani.sme sistem peradilan pidana tida.k aka.n menyentuh 

mereka tanpa landasan hu!wm tertulis yang ada te~;lebih dahulu (legality 

principle). Di sam ping itu atas dasar yang jetas-jelas dibenarkan oleh undang­

undang. Hukum Acara Pidana mengena! apa yang dinamakan asas kegunaan atau 

ke1ayakan (expediency principle) yang berto)ak dari suatu kepentingan 

masyarakat yang dapat ditafsirkan·sebagai kepentingan tertib hukum (the interest 

of the legal order). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas 

seltmjutnya ada.Iah asas priorims (priority principle). yang didasarknn pada 

semakin beratnya beban sistem peradi!an pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan 

dengan berbagai kategori tindak pidana dan bisa juga berbagai tindak pidann 

dalarn kategori yang sama. Prioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan 

lt lbid. 
n Op.e:it. Mardjono Reksodipu!ra-, Bung a Ramps! PernuualahOn DallN1t Sistem Peradllan Pldann, 

Ho.l. 6 
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jenis .. j¢nis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak 

pidana."0 

Dalam implementasinya, sistem peradilan pidnna diselenggarakan dengon 

sistem hukum yang relah ditetapkan sebelumnya, dan berakhir pada satu tindaklln 

yang bersifat pencapaian keadiltm dan tindakan tersebut hanya dapat dilakukan 

oleh seorang Hakim di dalam peradilan pidana. Maka dari itu unsur Kebebasan 

Hakim merupakan sa1ah satu asas utama peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal l 

Undang~Undang nomor 4 tahun 2004, yang berbunyi: "Kekuasaan Kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia''. Selanjutnya Pasal 2 ayat 1 Undang~undang 

nomor 4 tahun 2004 mengatakan, bahwa penyetenggaraan kekuasaan Kehakiman 

diserahkan kepada badan-badan peradilan, yang tugas pokoknya adalah untuk 

menerima. memeriksa dan mengadiU serta menyelesaikan setiap perkara yang 

diajukan kapadanya, sedangkan Pasal 4 ayat 3 mengatakan, bahwa segala carnpur 

tangan clalam urusan petadilan oleh pihak~pihak lain di luar Kekuasnan 

Kehakiman dilarang. Jadi Hakim bebas untuk dan dalam memeriksa serta 

mc:ngadiH (bebas untuk menilai pc:mbuklian, bebas d,alam menemukan hukumnya, 

bebas dalam mengambil keputusan) serta bebas darl campur tangan p[hak ekstra 

yudism:u 

Kebebasan Hakim merupakan asas unlversal yang terdapat di seluruh 

dunia. merupakan dambaan semua bangsa. Kebc:basan Hakim ini tidaklah mutlak. 

Secara makro Kebebasan Hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, slstem politik. 

sistem ekonomi dan sebagainya. Secara mikro di Indonesia Kebebasan Hakim 

dibatasi oleh Pa.ncasila, Undang~undang Dasar. undang-undang. ketertiban umum, 

k:esusilaan, kepentingan atau kehendn.k para plhak (dalam perkara perdata).42 

Rangkaian penyelesaian peradilan pidnna terdiri atas beberapa tahapan. 

Suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, 

40 lbid, 
•

1 Op. Cit. SudiknQ Merwkusumo. bal.3, 
•t lbld. 
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misalnya seorang wanita yang tasnya diambll secara paksa oleh seorang remaja. 

Deskripsi di atas merupakan suatu peristiwa hukum. Namun untuk mencmukan 

apakah perisriwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah 

diadakan suatu penyelidikan. Jalur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana 

adalah melalui : 

Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang 

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut 

hukum seseorang yang telah melakukan tindak. pidana aduan yang 

merugikan (Pasal I butir 25 KUHAP) 

Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena 

hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang 

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa 

pidana (Pasal I butir 24 KUHAP) 

Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang 

melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak 

pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 

sebagai orang yang melaJwkannya atau apabila sesaat kemudian padanya 

ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan 

tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut 

melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 

Menurut pas a I 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian 

tindak.an Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur oleh dalam Undang-Undang. Adapun pihak yang 

berwenang untuk melakukan penyelidikan menu rut Pasal 4 KUHAP ada lab setiap 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 

Dalam melaksanakan penyelidikan, Penyelidik memiliki kewajiban dan 

kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain 

sebagai berikut: 
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I. Menerima laporan a tau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana (Pasal 5 KUHAP) 

2. Mencari keterangan dan barang bukti (Pasal 5 KUHAP} 

3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal dirt (Pasal 5 KUHAP) 

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung~jawab (Pasal 

5 KUHAP) 

5. Atas perintah Penyidik dapat metakukan tindakan berupa: 

penangkapanj larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penahanan; 

pemeriksaan dan penyitaan surat; 

mengambil sidikjari dan memotret seseorang; 

membawa dan menghadapkan seseorang kepada Penyidik. (Pasal 5 

KUHAP) 

6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan basil pela.ksanaan 

tindakan sebagaimana tersebut di atas {Pasal5 KUHAP) 

7. Untuk kepentingan penyelidikan, Penye1idik atas perintah Penyidik 

berwenang melakukan pennngkapan (Pasal 16 ayat (I) KUHAP) 

Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu 

pedstiwa merupakan suatu peristiwa pidana, mak:a dilanjutkan dengan tahap 

penyidikan. Menurut pasal 1 butir 2 KUHAP serangkaian tindakan Penyidik 

dalam hal dan menurut cam yang dlatur dalam undang-undang ini untuk mencarl 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang teljadi dan guna menemukan tersanglcanya. 

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasa1 6 KUHAP 

adaJah Pejabat Poiisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena 

kewajibannya memiiiki kewenangan sebagal berikut.: 

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana (Pasal 7 KUHAP) 
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2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian (Pasal 7 

KUHAP) 

3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda peogenal 

diri rersangka (Pasal 7 KUHAP) 

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan {Pnsal 

7 jo pasal 131 KUHAP) 

5. Meiakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo pasal l32 ayat 

2,3,4,5 KUHAP) 

6. MengambU sidik jari dan rnernotret seorang (Pasal7 KUHAP) 

7. Memanggii orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksl (Pasal 7 KUHAP) 

&. Mendatangkan orang ahll yang dipcrlukan dalam hubungannya "dengan 

pemerlksaan perkara (Pasal 7 jo pasal 132 ayat 1 jo pasal 133 ayat I 

KUHAP) 

9. Mengadakan Penghentian Penyldikan (Pa.sal 7 KUHAP) 

10. Mengadakan tindakan Jain menurut hukum y~ng bertanggungjawab. 

11. Dalam melakukan tugasnya Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum 

yang berlaku (Pa.sal 7 ayat (3) KUHAP) 

12. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat 1 

KUHAP) 

13. Penyidik menyerabkan bcrkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8 

ayat 2 KUHAP) 

14. Penyerahan berkas perkara dilakukan: 

pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan berka.s perkara; 

dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik 

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti 

k.epada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat 3 KUHAP). 

15. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: 

pemeriksaan tersangka; 

penangkapan; 

penahanan; 

penggeledahan; 
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penyitaan benda; 

pemeriksaan surat; 

pemeriksaan saksi; 

pemeriksaan di tempat kejadian; 

pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan; 
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pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketenruan dalam undang~ 

undang ini (Pasal 75 KUHAP). 

Melalrukan penyidikan tambahan, jika Penuntut Umum 

mengembaUkan basil penyidikan untuk dilengkapi sesuai dengan 

peturiJuk dar! Penuntut Umum (Pasal II 0 ayat (2) KUHAP). 

- Atas permintaan tersa.ngk:a atau terdakwa, Penyidik dapat 

mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpil jaminan 

u.ang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan 

(Pasal31 ayat I KUHAP). 

Karena jabatannya Hakim sewaktu~waktu dapat mencabut 

penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa 

melanggar syarat yang sudah ditentukan (Pasal 31 ayat (2) 

KUHAP). 

Melakukan penyidikan tarnbahan se.suai dengan petunjuk dari 

Penuntut Umum~ jika Penuntut Umum mengembalikan hasll 

penyidikan untuk dilengkapi (Pasall!O ayat (3) KUHAP). 

Dalam hal seseorang disangk.a meJakukan suatu tindak p1dana 

sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Pt"nyidik, Penyidik wajib 

memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan 

bantuan hukum atau bahwa ia daiam pcrkaranya itu wajib 

didarnplngi oleh Penasehat Hukum (Pasal 114 KUHAP). 

Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak 

hukum meJakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk 

kepentingan penyidikan yang terd~i dari: 
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1) Penangkapan. 

Menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu 

tindakan penyldik bempa pengekangan sementara waktu 

kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti 

guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan 

dalam hat serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

2) Penahanan. 

Menurut pasal I butir 21 KUHAP, Penahanan adalah penempatan 

tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidfk atau 

Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalarn hal serta 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang. 

3) Penyill!an. 

Menurut pasal 1 butir 16 KUHAP. Penyitaan adalah serangkaian 

tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di 

bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak. 

berwujud dan atau ddak berwujud untuk kepentingan pembuktian 

daiam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 

4) Penl!lleledahan rumah. 

Menurut pasal I butir 17 KUHAP, Penggeledahan romah edalab 

tindakan Penyidik untuk: memasuki rumah tempat tinggal dan 

tempat tertutup lainnya. untuk melakulom tindakan pemeriksaan 

dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalarn undang~undang. 

5) Penggeledahan badan. 

Menurot pasal I butir 18 KUHAP, Penggeledaban badan adalah 

tindakan Penyidik untuk mengadaka.n pemerlksaan badan dan atau 

pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keres ada 

pada badannya atau dibawanya serta. untuk disita. 
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Para penyidik kemudian menuangkan basil penyidikan tersebut ke dalam 

Berita Acara Pemetiksaan (BAP). BAP ini kemudiau diserahkan oleh Peuyidik 

kepada Penuntut Umurn untuk dipelajari dan diteliti ketengkapannya sebagal 

dasar untuk membuat Surat Dakwaan. Menurut pasal 38 KUHAP, Penuntut 

Umum mengembalikan BAP tersebut kepada Penyidik apabila Penuntut Umum 

meniJai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai 

petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk d;!engkapi oleh Penyidik dalam 

waktu 14 (empat be1as) hari setelah penerimaan berkas. Apabila Penuntut Umum 

menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap, maka Penuntut Umum kemudian akan 

membuat Sural Dokwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan. 

Pasal I butir 7 Kill!AP menyatakan bahwa penuntutan adalah 

meJimpah.kan perkarn pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal 

dan menurut cara yang diatur delam KUHAP denga.Q permintaan supaya diperiksa 

dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dalam Kill!AP, diatur tentang 

wewenang Penuntut Umum datam hal: 

1. Menerima dan memerik:sa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau 

PenyidikPembantu(Pasall4joPasall38ayat 1 KUHAP). 

2. Mengadakan prn·penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 

dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempumaan penyidikan dari 

Penyidik (Pasal 14 jo Pasall3S ayat 2 Kill!AP). 

3. Memberika.n perpanja.ngan penahanan, melakukt.tn penahanan atau 

penahartan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya 

dilimpahkan oleh Penyidik (Pasal 14 Kill!AP). 

4. Membuat Sural Dakwaan (Pasal 14jo Pasall40 ayat 1 KUHAP). 

5. Melimpahkan perkara ke Pengadilan (Pasal 14 jo Pasal 139 jo Pasal 143 

ayat 1 KUHAP) 

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari 

dan waktu perkara disidangkan yang disertai surnt panggilan, baik kepada 

terdakwa maupun kepada saksi. untuk datang pada sidang yang telah 

ditentukan (Pasall46 KUHAP). 

7. Melakukan penuntutan (Pasal 13 7 KUHAP). 
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8. Menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal14 KUHAP). 

9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab 

sebagai Penuntut Untum menurut ketentuan undang-undang inl (Pasal 14 

KUHAP). 

10. Melaksanakan Penetapan Hakim (Pasall4 KUHAP). 

I L Atas penninraan tcrsangka atau terdakwa, Penuntut Umum dapat 

mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang 

atau jaminan orang, berdasarY.an syarat yang ditentukan, (Pasal 3! ayat 1 

KUHAP) 

l2. Karena jabatannya Hakim sewaktu~waktu dapat mencabut penangguhan 

penaharum dabun hal tersangka atau rerdakwa melanggar syarat yang 

sudah ditentuklln. (Pasal31 ayat (2) KUHAP) 

Setelah penuntutan, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang 

Pengadilaa. Tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang Pengadilan, dimana 

Hakim memanggil terdak;wa dan memeriksa identitas terdabva dengan teliti. 

2.1.3. Pembaharuan Hulrum Acara Pidana 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk: mewujudkan supremasi hukum 

adalah dengan melakukan perubahan~perubahan di setiap aspek kehidupan 

bemegara, terutama perubahan dnn pembaruan terhada.p aspek hukum atau yang 

dikenal dengan refonnasi hukum. Program refonnasi hukum tidak bisa tidak harus 

digulirkan secara bersama-sama olch scluruh anggota masyarakat Perwujudan 

reformasi hukum ini dapat dilakukan melaJui berbagai upaya seperti 

penyernpurnaan dan pemhaharuan penablr.an perundang-undangan dan 

pengembangan budaya hukum, pemberdayaan lembaga peradHan dan 1embaga 

penegak hukum lainnya. Selain itu, keberhasilan rnelaksanakan refonnasi hukum 

tentunya juga harus ditunjang oleh kemauan politik, sikap jujur dan transparan 

dari pemerintahan yang akan datang, Masalah utama penegakan hukum di negara~ 

negara berkembang khususnya Indonesia adala.h bukan pada hukumnya itu 

sendiri, melainkan pada kualitas manusianya yang rnenja1ankan hukum itu sendirL 

Dengan demikien, peranan manusia yang menjals.nbn hukum itu (penegak 
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hukum) menempati posisi strategis, seperti yang dikatakan oleh Roseoe Pound 

berikut ini:43 

"The law, in its pr<Jcedural as well substantive aspeccs, is essemially made 
and adminis/ered by persons, whose views and interpretations are buffeted 
by the 11dnds of change through the year, sa that it has become a "truism 
that the quality ofjustice depends more on the quality of the (persons) who 
administer the Jaw than em. the content of law they administer". 

KUHAP hadir menggantikan Het Herziene Inlandsch &glement (HIR) 

sebagai payung hukum acara di Indonesia, Kitab yang disebut karya agung 

bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyeJidikan. 

penyidikan. penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, Banding di PengadHan 

Tinggi, serta Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Harus diakui, 

bahw.1 kel!adinm KUHAP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk 

"mengoreksi" pengalaman praktek peradilan rnasa lalu yang tidak sejalan 

dengan penegakan Hak Asasj Manusia di bawah aturan HIR. sekaligus 

memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk 

membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang kita 

mendengar rintihan pengalaman di masa HIR seperti penangkapan yang 

berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perip.tah dan tanpa 

penjelasan kejahatan yang dituduhkan. Demikian juga dengan ''pemera.<;an11 . 
pengakuan oleh Pemeriksa (verba/isant). Memang KUHAP telah berusaha 

mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdokwa dalam kedudukan yang 

"'berderajat", sebagai makhiuk Tuhan yang memilikl barkat derajat kemanusiaan 

yang utuh, Texsangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi 

his entity and dignity as a human being. yang harus diperlakokan sesoai dengan 

nilai~nilai luhur kemanusiaan. 44 

KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat 

harga diri kepada tersangka atau terdakvla, dengan jalan memberi perisai hak­

hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang 

melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindarkan mereka dari 

43Dikutip dad .e.rtikel Frans Hendra Wlnarta., JScfpnna~j I&mbaga Hukum Sebngai Dnsqr 
Pele!ssanyn Refonnasj Hgkum Naslonal. 2004, pada situs http:/lwmvJego.lltu.org. 

~~ Op. Cit. Mardjono Reksodiputro, Hak As as/ Mama/a Dol am Sisfl!m Peradllan Pldaoo, hal, 49, 
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perlakuan sewenang-wenang. Sebagai ccntoh, KUHAP telah memberi hak kcpada 

tersangka attm terdakwa untuk segera me.odapat "pemeriksaan" pada tingkat 

penyidikan, memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoieh 

"bantuan hukum'' di daiam pemeriksaan Pengadilan. Demikian juga mengena.i 

"pembatasan'' jangka waktu di setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat 

penyidikan sampai ke tingka.t penuptutan. Penangkapan dan penahanan 

ditentukan secara limitatif batas waktunya bagi semua instansi datam setiap 

tingkat pemeriksaan. Babkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang 

dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka yang ditangkap atau 

ditahan. Dengan demikian tersangka atau terdakwa maupun keJuarga mereka, 

akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukwn. Ini 

sejalan dengan tujuan KUHAP sebagai sarana pembaruan hukum, yang 

bennaksud hendak melenyapkiiil kesengsa!llllll masa lalu. 

Lahimya Hukum Acara Pidana Nasional yang modern sudah lama 

didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki Hukum Acara 

Pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan 

se[aras dengan PancasHa dan Undang~Undang Dasar 1945. Salah satu upa)'l' 

untuk penegakan hukum pidana yang Iebih bail< dan refonnasi hukwn pidana di 

Indonesia tersebut ada!ah menciptakan suatu lembaga yang merupakan bagian 

dari sistem peradilan pidana di Indonesia. yaitu Hakim Komisaris. 

2.2. Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilnn Pidana Di Indonesia 

2.2.1. Pengertian Hakim Komisarls 

lstilah Hakim Komisaris sebenarnya bukan hal baru di Indonesia, ~bab 

pada s.aat diber1akukannya Reglement op de Strafvoerdering. hal ittl sudah diatur 

daiam title kedua tentang Van de rechter-commissaris yang berfungsi pada tabap 

pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas (examinaling judge) untuk 

mengawast apakah tindakan upaya paksa (dwang middelen) yang meliputi 

penangkapan. penggeledahanl penyitaan dan pemeriksaan surnt-surat, dilakukan 

dengan sah atau tidak. Selain itu, dalam Reglement op de Strafvoerdering tersebut 

Hakim Komisarls atau rechter-commissaris dapat meiakukan tindakan eksekutif 

Universitas Indonesia 

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH UI, 2009



37 

(investigating judge) untuk memanggil orang, baik para saksj maupun tersangka, 

mendatangi rumah para saksi maupun tersangka, dan juga memeriksa serta 

mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka. Akan terapi setelah 

diberlakukan Herziene lndische Reglemenr (HIR) dengan Staatsblad No. 44 

Tahun 1941. istiJah rechter-commissaris tidak digunakan Jagi.45 

SeJanjutnya istilah Hakim Komisaris mulai muncul kern baH dalam konsep 

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan ke DPR pada 

tahun 1974. pada masa Oemar Seno Adjie, menjabat sebagai Menteri 

Kehakiman46
• Dalam konsep ini, Hakim Komisaris memiJiki wewenang pada 

tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upeya 

paksa (dwang midde/en), ikut serta memimpin pelaksanaaan upeya paksa, 

menentukan Penyidik mana yang metnkukan penyidikan apabila terjadi sengketa 

antara Polisi dan Jaksa, serta mengambii keputusan atas keberatan~keberatan yang 

diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan.47 

Latar belakang diintrodusimya Hakim Komisaris adalah untuk Ieblh 

melindungi jaminan atas Hak Asasi Ma.nusia dalam proses pidana dan 

menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara petugas Penyidik dari 

instansi yang berbeda Dalam hubungannya atasjaminan Hak Asasi Manusia dari 

tersangka atau terdakwa ini. pelaks:anaan upaya paksa tidak boieh dilakukan 

secara sewenang~wenang. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan 

pelanggaran serius terba:dap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. 

Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhada.p hak milik orang~ 

dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pe1anggaran terhadap kerenteraman 

rumah tempat kediarnan orang. 44 

Jika diteliti lebih jauht dasar pemikiran adanya Hakim Komisaris dalam 

sistem Eropa Kontinental, antara lain Belanda, sebenamya tidak bisa dilepaskan 

dari fungsi Hukum Acara Pidana yang bertujuan mencari dan menemukan 

kebenaran sejati serta menja!ankan atau melaksanako:tl hukum pidana materiit 

u Op.Cit. Adnan Buyung, NllSI.Itioo. Hal. 13 
~~Ibid. 

"
1 Oemet Seno Adjie, Hukum, lfakim Pidana, Jekutta' Erlangga, 1980. hnl.88. 

41 Op.Cit, Arln1111. Buyung Nasution, Hal 13. 
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Hukum pidana materiil memiliki asas fundamental bahwa tidak ada suatu thldak 

pidana tanpa ada undang~undang yang mengatur sebelumnya (mdlum delictum 

nulla poena praviae siena lege poenalt). Asas ini yang dimuat dalam pusai 1 

Wetbook van Straftrecht Belanda yang mempengaruhi keseluruhan proses Hukum 

Acara Pidana, baik di tingkat penyidikan. penuntutan maupun penggeledahan. 

Untuk seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, maka 

hukum acara rnensyaratkan harus adanya dugaan kerns buhwa orang tersebut 

bersalah melakukan suatu tindak pidana. Begitu pula seseorang yang ditahan, 

harus dipenuhi syarat bahwa ada cukup bukti bahwa orang tersebut bersa1ah 

terhlldap tindak pidana y•ng dilakukannya. Demikian juga dalam hal memasuki 

rumah seseorang (menggeledah)1 harus ada dugaan keras bahwa telah terjadi 

tindak pidana. Sebab, jika tidak dipenuhi syarat-syarat tersebut maka pihak 

tersangka dapat melakukan perlawanan (verzet) yang dapat dibenarkan olch 

Hakim. 

Dapat dimengerti bahwa munculnya fungsi Hakim Komisaris dalam 

sistem Eropa Kontinental seperti Belanda bertujuan mengawasi jalannya proses 

Hukwn Acara Pidana, khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam 

hal ini pihak Penyidik dan Penuntut Umum yang daiam rangka mem:ari bukti 

pada pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan~tindaknn upaya paksa berupa 

penangkapan5 penahanan, penggeledahan, penyitaa.>t dan pembukaan surat-surat. 

Dengan demikian penga.wasan Hakim Komisaris ini pada dasarnya merupakan 

hak kontrol dori pihak yudisiil (control van rechler/ijkemacht) terhadap eksekutif. 

Karena itulah Hakim Komisaris diberi wewenang yang dcmikian luas untuk 

mencampuri bida.ng tugas Penyidik maupun Penuntut Umum dalam hal 

pemeriksaan pendahuluan.4? 

Lembaga Hakim Komisaris (juge d' Instruction) da1am sistem Hukum 

Acara Pidana Perancis juga memiliki kewenangan yang luas dalam pemeriksaan 

pendahuluan. Ia memerlksa terdakwa, saksi..saksl dan alat~alat bukti yang lttin. la 

dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah dan tempatwtempat tertentu. 

49 Andi Hamzah. Op.Cit., Hal. 188. 
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Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan rampung, ia menentukan 

apakah suatu perkara cukup alasan unwk dilimpahkan ke Pengadilan ataukah 

tidak. Jika cukup alasan, ia akan mengirimkan perkara tersebut dengan smut 

pengiriman yang disebut ordonance de renvoi. sebaliknya jika tidak cukup alasan 

maka ia akan membebaskan tersangka.50 

Di Belanda, Hakim Komisaris diangkat untuk masajabatan 2 (dua) tahun. 

Atas pennohonan rnereka, maka mereka segera dapat diangkat kernbali. 

Ditentukan juga babwa mereka barus berpengalaman dalam bidang perkara 

pidana, misaln)'ll pernah bakerja di Bagian Pidana di Pengadilan. Adanya Hakim 

Komisaris di Belanda dimaksudkan sebagai pembantu perantata dalam 

memperoleh suatu keputusan. Hakim Kornisaris itu diadakan untuk rnenjamin 

obyek:tivitas, sehingga mereka dilarang mengambil bagian dalam pemeriksaan 

akhir.51 

2.2.2. Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP 

Hakim Komisaris menurut Rancangan Undang~Unda.ng Kitab Undang· 

Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) difungsikan sebagai lembaga yang 

menggantikan lembaga Pra-peradilan, dan memiliki kewenangan )'ling lebih luas 

daripada Pra~peradilan52• Tugas dan wewemmg Hakim Komisaris tersebut 

dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oieh tersa:ngka atau 

terdakwa,. ke!uarga. atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Hakim Komi saris ini 

diartikan sebagai "Pejabat yang diberi wewenang mengawasi jalannya penyidiknn 

dan penuntut.an dan wewenanng lain yang ditentukan dalam undangHundang ini" 

(Penjelasan Umum RUU KUHAP). 

Pada Bab VII RUU KUHAP yang mencantumkan Hakim Komisarls 

merupakan hasH perubahan Pra·peradilan. Perubahan Pra-peradilan ini didasari 

kekurang-efektifan Pra~peradilan untuk mengawasi proses pengenaan upaya paksa 

M Ibid, Hal, 18!} 
51 Ibid; Hal, 192. 
52 Rancangan Undang-undang Rcpublik Indonesia tGtang KJtab Ondang~u!ldang HukUm Acarct 

P!dana, Dlrektcrat Jenderal Peratumn Pen.mdang..undangan Departemen Hukum Dan Hnk Asasl 
Man~ia Republik Indonesia. Tim Pen~"Usun RUU 2008. 

Universitas Indonesia 

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH UI, 2009



40 

terutama penahana.n, bahkan PraMpetadilan sama sekali Hdak menyebut tentang 

penyitaan. Ada beberapa perbedaan mendasar antara Pra~peradilan dan Hakim 

Komisaris. Antara.lain :53 

1} Pra~peradilan masih 1nenempel pada Pengadilan Ncgeri. yang secara kasus 

demi kasus Ketua. Pengadilan Negeri menunjuk seorang Hakim Pengadilan 

Negeri untuk memutus suatu perkara yang diajukan. Jadi, tidak ada sidang 

Pm·peradilan tanpa adanya tuntutan dari pihak·pihak yang berhak 

memohon pemeriksaan Pra-peradiian, Hakim yang ditunjuk itu tetap 

masib "Hakim Palu". Sedangkan da1am hal Hakim Komisaris hakimnya 

akan terlepas dari Pengadilaa Negarl daa bersifat peonanen. Artinya 

Hakim Pengadilan Negeri yang diangkat rnenjadi Hakim Komisaris akan 

meiepaskan palunya selama menjabat sebagai Hakim Komisaris dalam 

jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu 2 (dun) taltun. Setelah melewati 

jangka waktu tersebut, dia akan kembali ke Pengadilan Negeri dari mana 

dia berasal dan menjadi Hakim Palu kembalL Sebagai variasi dari Hakim 

Komisaris di Nederland~ maka diusulkan juga agar orang yang Non Hakim 

tetapi menguasai Hukum Acara Pldana dan Hukum Pidana. seperti Jaksa, 

Pengacara Senior dan Dosen Hukum Pida.na dan Acara Pidana dapat 

diangkat menjadi Hakim KomJsaris melalui suatu proses tertentu sepertifit 

and proper tesl~ yang aturannya akan dicantumkan dalam suatu Peraturan 

Pemerlntah, bahkan ada yang mcngusulkan agar dibuat suatu undang­

undang tersendiri mengenai tata cara pengangkatan Hakim Komisaris itu. 

Hakim Komisaris akan bertindak dengan atau adanya suatu tuntutan. Jadi, 

akan meneliti semua penahanan yang dilakukan oleh Penyidik maupun 

oleh Penuntut Umum baik secara formil maupun secara materiit Sekarang 

ini, Hakim Pra~peradilan hanya memeriksa seeara fonnil saja dan tidak 

secara materUJ. Artinya, jika seseorang ditahan berdasarkan deHk penipuan 

(Pasai 378 KUHP) dan dituntut bahwa pena:hanan ttu tidak salt, maka 

Hakim akan melihat apakah Pasal 378 KUHP itu sah untuk dilakukan 

penahanan kepada tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP. 

$J Op.Cit. Andl He.mzah, hal.l 
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Oleh karena Pasal 378 KUHP memang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) 

KUHAP butir h. maka Hakim Pra~peradilan menyatakan tuntutan dito!ak. 

Sedangkan daJam hal Hakim Komisaris, dia akan memeriksa resume 

perkara yang dilampirkan oleh pejabat yang melakukan penahanan, 

2) Wewenang Hakim Komisaris yang tercantum di dalarn Pasal 111 jelas 

lebih luas daripada wewenang Hakim Pra .. peradilan. Bukan saja tentang 

sah tidaknya penangkapan, penahanan, tetapi juga penyitaan, begitu pula 

tentang Penghentian Penyidikan dan Penuntutan yang tidak berdasarkan 

asas oportunitas. Asas oportunitas memang memberi wewenang kepada 

Jaksa Agung (sekarang diusulkan kepada semua Jaksa) untuk 

mengesampingkan perkara demi kepentingan uruum. Juga diatur tentang 

pelampauan batas waktu penyidikan dan penuntutan. Begitu pula 

pembatasan hak tetsangka atau terdak.wa yang dapat diperiksa tanpa 

didampingi oleh penasehat h.ukum, misalnya dalam kasus terorisme. 

Saling mempraperadilaekan antara Polisi dan Jaksa dihapus karena tidak 

logis. Kedua instan.si itu merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan 

pendahuluan. 

3) HSkim Komisarisjuga memutus tentang ganti kerugian dan rehabJlitasi. 

4) Dalam pasal 74 diatur tentang pembatasan waktu pemeriksaan oleh Hakim 

Komisaris sesuai dengan asas peradilan cepat. 

5) Ditegaskan pula di dalam Pasal 74 butir e, bahwa putusan Hakim 

Komisaris tidak dapat dibanding maupun dikasast 

6) Hakim Komisaris berbeda dengan Hakim Pra~peradiJan yang berkantor d1 

PengadUan Negeri, dia berkantor di (atau dekat) RUTAN. 

Berdasarkan Pasal 117 RUU KUHAP Untuk dapat diangkat menjad; 

Hakim Komisaris. seorang hakim hsrus memenuhi syarat : 

a) memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi; 
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b) bertugas sebagai Hakim di P,engadilan Negcri sekurangwkurangnya 10 

(sepuluh) tahun; 

c) berusia serendah-rendahnya 35 (tiga pu1uh lima) tahun dan setinggi­

tingginya 57 (lima puiuh tujuh) tahun; dan 

d) berpangkat serendah-rendahnya golongan Ill/c. 

Hakim Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul 

Ketua Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri 

setempat. Hakim Komisaris diangkat untuk masa jabatan seiama 2 (dua) tahun 

dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 118 RUU 

KUHAP). 

Adapun perihal Pemberhentian Hakim Komisaris diatur pada Pasal 119 

RUU KUHAP, yang menyatakan: 

1) Hakim Komisarls diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena: 

a. telah habis masajabatannya; 

b. alas pennintaan sendiri; 

c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; 

d. tidak eakap dalam menjalankan tugasnya; atau 

e. meninggal dunia. 

2) Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Komisaris dalam 

merljalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf d 

dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimnna mekanisme pengawasan di 

Pengadilan Tinggi. 

Pasal 120 RUU KUHAP menyatakan Hakim Kornisaris diberhentikan 

dengan tidak bonnat dar! jabatannya karen a: 

(l) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan 

putusan Pengadilan yang telah mempero!eb kekuntan hukum tetap; 

(2) melakukan perbuatan tercela; 

(3) terus~menerus melalaikan kewajlban dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya; 
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(4) metanggar sumpahjabatan; atau 

(5) merangkap jabatan sebagaimana dilarnng dalam peraturan perundang­

undangan. 

SeJama menjabat sebagai Hakim Komisaris, Hakim Pengadilan Negerj 

dibebaskan dari tugas mengadili sernua jenis perkara dan tugas lain yang 

berhubungan dengan tugas Pengadilan Negeri. Setelah selesai masa jabatannya, 

Hakim Komisaris dikembalikan tugasnya ke Pengadiian Negeri semula. selama 

belum mencapai batas usia pension (Pasal 121 RUU KUHAP). Ketentuan lebih 

lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dM pemberhentian Hakim 

Komisaris ini diatur dengan Peraturan Pemerintab (Pasal 122 RUU KUHAP). 

Dalam kelembagaannya Hakim Komisaris berkantor di atau dekat Rumab 

Tahanan Negara. Hakim Komisaris merupakan Hakim Tunggal yang memeriksa, 

menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri, dan dalam 

menjalankan tugasnya, Hakim Komisaris dibantu oleh seorang Panitera dan 

babarapa orang SlllfSekretariat (Pasa1123 RUU KUHAP). 

2.3. Perbandingao Lembaga Pra-peradilan Dan Hakim Komisaris Dalam 

Hukum Acan: Pitlana. 

Penegakan hukum metupakan syarat mutlak bagi upaya penciptaan 

Indonesia akan kedamaian dan kesejahteraan. Upaya yang dilakukan tersebut 

adatab perbaikan dalam aspek keadilan yang akrm memberikan kemudaban untuk 

pencapa.ian kesejahteraan dan kerlamaian. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

perbaikan dan perkembangan dalam penegakan hukum adalah diundangkannya 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pi dana atau disebut KUHAP. Kitab 

kodifikasi yang mengatur tentang sistem hukum pidana formil terse but dituangkan 

da1am Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 lembaran Negara 1981 Nomor 76, 

kodiftkas! tersebut merupa.kan perbaikan dari sistem Hukum Acara Pidana 

sebefumnya yaitu Herziene Inlands Reglement Stailtsblad 1941 Nomor 44 (HlR) 

yang merupakan Kodiftkasi Hukum Acara Pidana yang dibuat oleh KoloniaJ 

Hindia Belanda yang kandungannya memillki maksud dan tujuan untuk menindas 
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dan melakukan penjajahan terhadap Hak Asasi Manusia, dan tc:nrunya jauh dari 

rasa keadilan maupun kepastian bukum. 

Pembaharuan yang dilakukan terhadap HIR oleb Undang~Undang Nomor 

8 Tahun 1981 adalah adanya penghormatan yang lebih besar terhadap Hak Asasi 

Manusia si tersangka atat.: terdakwa, karena Hukum Acara Pi dana bertujuan untuk 

mencari dan rnendapatkan kebenaran materiil, mencari pelaku dari suatu tindak 

pidana serta menjatuhkan pidana dan menjaga agar mereka yang tidak bersalah 

tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu 

tindak pidana (Penjelasan Umum Undang-Undang ~omor 8 Tahun 198!). 

Pada KUHAP (U.U. No. 8 Tahun 1981) ini ada penambahan bl!fU yang 

sebelumnya pada HIR tidak ditemukan, yaitu lembaga Paa-paradilan. Ditinjau dari 

struktur dan susunan peradilan, lembaga Pra·paradilan bukanlah suatu lembaga 

yang berdirl sendiri. Lembaga tersebut merupakan pemberian wewenang dan 

fungsi baru yang dilimpahkan KU!lAP kepada setiap Peogadilan NegerL 

Wewenang dan fungsi baru itu adalah rugas tambahan untuk memeriksa dan 

memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas 

permintaan tersangka atau terdakwa, atau keluarganya atau pibak Iain atas kuasa. 

tersangka, sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian 

Penuntutan, alas permintaan, demi tegaknya hukum dan k<adilan, dan 

memutuskan tentang permintaa.n ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka 

atau kuluarganya atau pihak lain atas kakuasaannya yang perkuranya tidak 

diajukan ke Pengadilan (Pasal ll:lutir ke-1 0 KUHAP). 

Lembaga Pra-peradllan dari awal dimaksudkan sebagai suatu sarana 

hukum. yang dapat digunakan untuk mengajuk.an tuntutan baik oleh tersan~ 

korban~ Penyidik, Penuntut Umum rnaupun pihak ketiga yang berkepentingan. 

Namum dalam penerapannya temyata rnasih banyak kendaia, baik dari segi 

substansinya (peraturan-peraturan pelaksananya), segi strukturisasinya (teknis dan 

mekanisme apJikasi institusi yang terkait) serta segi kulturisasinya (pemahaman 

masyarakat pada umumnya tentang lembaga Pra~peradilan). s4 

s4Loebby Loqman. .Pra-peradlltm DJ Indonesia, Jllke.rtn ~ Ohalla tndonesin, 1990, HaL :29·40. 
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Pengertian Pra~peradilan pertama kali di perkenalkan dalam rancangan 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada tahun l979, guna 

menggantikan lembaga rechter commissaris {Hakim Komisarls). Istilah Pra­

peradilan yang digunakan cleh KUHAP memitiki maksud dan arti harfmh yang 

berbeda dengan 1embaga rechter commissaris. Menurut Andi Hamzah. makna 

"Pran adaJah 0 sebelumn atau "mendahului", dengan ini Pra~peradilan memiliki 

maksud p~eriksaan yang dilakukan sebelum sidang Pengadilan.55 

Pra-peradilan hanya dapat dilakukan apabila pokok perkam belum 

diperiksa daJam sidang Pengadilan Negeri. Permohonan Pra-peradilan gugur 

apabila pokok perkara sudah mulai diperiksa sedangkan pemerlk:saan permohonan 

Prn-peradilan belum selesai (sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 82 ayat 

(1) UU Na,8 Tabun 198l), 

Lembaga Pra-peradilan lahir dati inspirasi yang bernumber dari adanya 

hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan 

jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia khususnya hak kemerdekaan. 

Habeas Corpus Act memberikan hak: pada seseorang untuk melalui suatu Surat 

Perintah PengadHan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan 

atas dirinya (Polisi atau Jaksa) untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut 

adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai 

dengan ketent'Jan hukum yang berlaku56
• Hal ini untuk menjamin bahwa 

perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau 

terdakwa itu benar-benar te!ah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Surat perintah habeas corpus ioi 

dikeiuarkan oleh Pengadilan pada pihak yang sedang menahan (Poiisi atau Jaksa) 

mefalui prosedur yang sederhana. langsung dan terbuka sehingga dapat 

dipergunakan oleh siapa pun. Bunyi surat perintah habeas corpus (the write of 
, 

habeas corpus) adalah sebagai berikut: "Si tahanan berad.a dalam penguasaa.n 

H Andi Hamzah, Hukum Acara Pirkma Indonesia. Jakarta : Sinar Grafikn, 2004, hal. l8J., 
56 Opcit. Adnan Buyung Nasution, hal. l. 
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Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan Pengadilan serta wajib 

menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya".17 

Prinsip dasar habeas corpus ini memberikan ins:pirasi untuk menciptakan 

suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang 

sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk 

mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan k:etepatan da.ri tindakan 

kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang ntlddelen) baik pemmgkapan1 

penahanan, penggeiedahan1 penyitaan maupun pernbukaan surat-surat yang 

dilakukan oleh pihak Kepolisian ataupun Kejaksaan atau pu!a kekuasaan lainnya. 

Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering terjadi 

perkosaan atas hak. asasi tersangka atau terdakwa oleh Penyidik dan Penuntut 

Umum~ katena tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang dapat menilai 

dan tnenguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan itu telah sesuai dengan 

ketentuan hukum atau tidak. Seorang tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau 

ditahan, soolah..olah berada di dalam suatu ·•ruangan gelap" dan tidak berdaya 

sama sekali l}!elpless)." 

Padahal sistem peradilan kita pun menganut asas praduga tidak bersalah, 

yang artinya setiap orang yang disangka atau diduga keras telah melakukan tindak 

pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai dibuk~kan kesalahannya oleh suatu 

Putusan Pengadilan melalui sldang peradilan yang terbuka, bebas dan tidak 

memihak. Maka orang tersebut ha:rusJah dijunjung dan diJindungi hak asasinya. 

Namun pada kenyataannya dalam mencari pembuktian terhadap orang yang baru 

disangk.a atau diduga melakukan tindak p1dana, pihak Penyidik atau Penuntut 

Umum seringkali langsung saja menggunakan upaya paksa tanpa dipenuhinya 

syarat-syarat formil dan terutama syarat·syarat materiil dalam hal menangkap 

rnaupun menahan seseorang. 59 

Pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa yang digunakan inilah 

yang tidak kita miliki dalam tingkatan pemeriksaan pendah.uluan di masa 

~1 Ibid. 
u Ibid. 
j

9 Jbid. 
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beriakunya HIR. Memang pada masa itu ada semacarn pengawasan oleh Hakim, 

yaknl dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimiotakan 

persetujuan Hakim (pasel 83 C ayat 4 HIR). Namun, dalam praktek kontrol 

Hakim lni kurang dirasakan manfaatnya, karena tidak efektif mengingat urusan 

perpanjangan penahanan oleh Hakim itu bersifat tertutup dan scmata~mata 

dia.:nggap hanya urusan birokrasi belaka.60 

Dalam proses tersebut. semua surat pennohonan perpanjangan penahanan 

secata serta merta tanpa diperiksa lagi langsung saja ditandatangani aleh Hakim 

ataupun p<tugas yang ditunjuk oleh Hakim. Akibatnya, banyak penahanan yang 

berlarut-larut sampai bertahun-tahun dan korban yang bersangkutan tidak 

memiliki hak dan upaya hukum apa pun yang tersedia baginya untuk melawan 

kesewenang-wenangan yang menhnpa dirinya. Dia hanya pasrah pada nasib, dan 

menunggu balas kasihan dari Hakim untuk membabaskannya kelak di muka 

pemeriksaan persidangan Pengadilan•• 

Sidang Pra~peradilan yang diadakan atas pennintaan tersangka atau 

terdakwa ataupun keluarganya atau atas kuasanya merupakan suatu forum yang 

terbuka, yang dipimpin seorang Hakim atau lebih untuk memanggil pihak 

Penyidik atau Penuntut Umum yang telah melakukan upaya paksa agar 

mempertanggungjawabkan tindakannya di muka forum yang bersangkutan, 

apakah benar~benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian 

melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam 

Habeas Corpus A.ct, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk 

rnelawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang diJakukan secara 

sewenang-wenang oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum. Sebab dalam forum itu 

pihak Penyidik atau Penuntut Umurn wajib membuktikan bahwa tindakannya sah 

dan tidak meJanggar hukum.62 

Untuk lreperluan tmebu~ tentu saja pibak Penyidik ataupun Penuntut 

Umum harus mernbuktikan bahwa dia memiHki semua syarat~syarat hukum yang 

w Op. Cit Ocmer Scno Adjle, Hukum. Hak.fm Pfdana. Hall 02. 
61 lbld. 
&Z Op. Cit. Locbby Loqman, Pra·peradiJan Dl /Juiones/Q, H11!. 30. 
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diperlukan, balk berupa syarat-syarat farmit maupun ma.teriil. seperti misalnya 

surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telalt 

melakukan tindak pidana yang didukung oleh buh.1:i pennulaan yang cukup, 

ataupun dalam hal penahanan adanya alasao yang nyata dan konkrit bahwa si 

pelak:u akan melarikan diri, menghilangkan bara.ng bukti atau mengulangi 

kejahatannya. 

Selain itu, melalui forum Pra-peradilan ini juga dipenuhi syara' 

keterbukaan (lransparancy) dan akuntabilitas publik (public accounrabllity) yang 

merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradiJan yang bebas dan tidak rnemihak 

serta menjunjung: tinggi Hak Asasi Manusia. Dengan ada.nya transparansi dan 

akuntabilitas publik ini maka dapat dicegah timbulnya prak:tcl<·praktek birokrasi 

yang tertutup dan sewenang-wenang dalam menaban orang ataupun 

memperpanjang penaha.nan seperti tcrjadi pada masa HlR sebagaimana diuraikan 

di atas. Juga dapat dicegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusll dan Nepotisme 

(KKN) dalam proses membebaskan tahanan. Melalui forum terbuka ini 

masyarakat juga dapat ikut mengontro1 ja1annya proses pemeriksaan dan 

pengujian kebenaran dan ketepatan tlndak:an Penyidik maupun Penuntut Umum 

dalam menahan atau membebaskan seseorang, mengontroJ alasan-alasan dan 

dasar hukum Hakim Pra-peradilan yang memerdekakannya.6J 

Meskipun demikian, harus diakui bahwa Pra-peradilan memiliki berbagai 

kelemahan dan kekurangan, karena: Pertama, tidak semua upaya paksa dapat 

dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh 

lembaga Pra-pe:radilan) misalnya tindakan penggeiedehan. penyitaan dan 

pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, 

sehingga menimbu1kan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya 

apa:bila terjadi pela.nggaran. Di sini lembaga Pra-peradilan korang memperhatikan 

kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan 

dan penggeledehan, padahal penggeJedahan yang sewenang-wenang merupakan 

pelanggaran terhadap ketenteraman rumah tempat tinggal orang (privacy). dan 

&:J Op. Cit, Adnsn Suyung Ncsution, Hal. 9. 
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penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik 

seseorang. 64 

Kedua~ Pra~peradilan tldak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau 

tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaa.n dari 

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila 

pcnnintaan tersebut tidak ada~ walaupun tindakan pena.ngkapan atau penahanan 

nyata-nyata menylmpang dari ketentuan yang beriaku. maka sidang Pra-perad,ilan 

tidak dapat diadakan. Ketiga, sebagairnana ternyata dal:tm praktek seluma ini 

dalam pemeriksaan Pra-peradiian, Hakim lebih banyak mernperhatikan perihal 

dipenuhi tidak.."lya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau 

penahanan, seperti misalnya ada aum tidak adanya Surat Perintah Penangkapan 

(Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya Surat Perintah Penahanan (Pasal 21 ayat (2) 

KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya. Padahal 

syarat materiil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya 

paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh Penyidik atau Penuntut Umum. 

Tegasnya, Hakim pada Pm-peradilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan 

Penyidik atau Penuntut Umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah 

memenuhi syarat..eyarat materiil, yaitu adanya "dugaan keras" te1ah melakukan 

tindak pidana berdasarkan 01bukti pennulaan yang cukup". Ada tidaknya bukti 

permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pemah dipermasalahkan oleh 

Hakim, karena umumnya Hakim Pra-peradilan menganggap bahwa. hal itu bukan 

menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan 

perkara yang menjadi wewena.ng Hakim dalam sidang Pengadilan Negeri.6S 

Demikian juga dalam hal penahanan, Hakim tidak menilai apekah 

tersangka atau terdakwa yang "diduga keras" melak:ukan tindak pidana 

berdasarkan "bukti permutaan yang cukup'' benar·benar ada alasan yang konkrit 

dan nyata yang menimbulkan kekha.watiran bahwa yang bersangkutan "akan 

mele.rikan diri, menghHangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya". 

Pam Hakim umumnya menerima saja. bahwa hal adanya kekhawatiran tersebut 

MlbJd, 
5J Jbld. 
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semata·mn.ta merupakan urusan penilaian subyektif dari pihak Penyidik atau 

Penuntut Umum, atau dengan lain perkataan menyerahkan semata-mata kepada 

hnk diskresi dari pihak Penyidik dan Penuntut Umum. Akibatn~ sampai saat ini 

masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangwenangan dalam 

hal pena.ngkapan dan penahanan terbadap seseorang tersangka ataupun terdakwa 

oleh pihak: Penyidik ataupun Penuntut Umum. yang tidak: dapat diuji karena tidak 

ada forum yang berwenang memeriksanya. Padahal dalam sistem habeas corpus 

acl dari negara-negara Anglo Saxon, hal ini justru menjadi tonggak ujian se.h 

tidaknya penahanan terhadap seseorang ataupun boJeh tidaknya seseorang 

ditahan.66 

Secara prinsip terdapat beberapa kelemahan yang ada pada lembaga Pra­

peradilan tersebut:. apabila diperhatikan bahwa tugas dan wewenang dari Pra~ 

peradilan sangatlah terbatas. Untuk lebih lanjut dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa Pra-peradilan hanyalah menguji dan meniJai tentang kebenaran atau 

ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan Penyidik atau Penuntut Umum 

dalam hal yang menyangkut penangkapan dan penahanan, Penghentian 

Penyidikan dan Penuntutan, serta hal ganti kerugian dan rehabilitasi. 

Kelemahan pada lemboga Pra-peradilan dapat dilihat pada kenyataan 

bahwa tidak: semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan 

dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga Pra-peradilan, misalnya 

tindakan penggeledahant penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat~urat 

sebagaimana diuraikan di atas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang 

berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Dalam hal ini Pra­

peradUan kurang memperbatikan kepentingan perlindungan ha.k asasi tersangka 

atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeJedahan. Kelemahan selanjutnya 

yang dapat dilibat pada sistem Pra-peradilan ini adalah tidak: tersedianya 

kewenangan untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau 

penahanan tanpa a.danya permintaan darl tersangka atau keluargafiya atau pihak 

lain atas kuasa tersangka. 

66 Ibid. 
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Pertman Hakim dalam sistem Pta~peraditan terkait pada pemcriksaan 

dalam sidang Pra-peradilan, Hakim !ebih ban yak memperhatikan perihal terpenuhi 

atau tidaknya syarat~synrat formil semata-mata dan sama sekali tidak menguji dan 

menilai syarat materiil. Semestinya syarat materiil inilah yang justeru dijadikan 

sebagai penentu apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa dalam hal_ 

penangkapan atau penahanan oleh Penyidik atau Penuntut Umum. Dapat 

dikatakan bahwa Hakim pada Pra·peradilan seakan-akan tidal< peduli apakah 

tindakan Penyidik ata.u Penuntut Umum yang melakukan penangkapan benar~ 

benar telah memenuhi syarat~syarat materiil atau tidak. Dalam sistem Pre~ Trial 

yang menerapkan Habeas Corpus o!eh negara yang menganut sistem hukum 

Anglo Saxon, hal semacam int justeru menjadi titik awa1 dalam pengujian tentang 

sah atau tidaknya penahanan terhadap seseorang atau pun boleh tidaknya 

seseorang ditahan. Di Negara Amerika Serikat yang menganut sistem Anglo 

Saxon, peranan Hakim tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap tindakan 

penangkapan dan penahanan yang sudah terjadi saja, melainkan juga pada waktu 

sebelurnnya, yaitu sebelum diadakan penahanan, bahkan sebelum dikeluarkannya 

Surat Dakwaan. Hakim berwenang memeriksa dan menilai apakah ada alasan dan 

dasar hukum yang kuat tentang !eljadinya perisliwa pidana dan bukti-bukti 

permulaan yang cukup untuk mendakwa bahwa memang tersangkalah .pelakunya, 

walaupun pemeriksaan tentang bersalah tidaknya berdasarkan bukti-bukti yang 

ada baru akan dilangsungka11 kemudian di da1am sidang pemeriksaan perkara.67 

Dukungan dan tanggapan positif yang menyetujui akan adanya lembaga 

Hakim Komisaris mempunyai pendapat bahwa dalam tahap pemeriksaan 

pendahuluan tidak cukup apabiJa dilakukan penga.wasan secara vertikal saja, yaltu 

pengawasan secara sttuktural~ dari atasan kepada bawahannya. yang dilakukan 

oleh Kepolisian maupun Kejaksaan sendiri dimana pengawa.san tersebut diatur di 

dalam HIR serta Undang-Undang Pokolc Kejaksaan, tetapi juga perlu dilakukan 

pengawasan secarn horizontal~ yaitu pengawasan oleh lembaga Hakim Komisaris 

itu sendiri. Timbuinya pendapat yang menyatakan bahwa dibutuhkan tidak hanya 

pengawasan secara vertikal saja dalam tahap pe:nyelidikan, penyidikan, 

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitae.n, serta penuntutan, tctapi juga 

n Ibid. Hal. JO 
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dibutuhkan pengawasan secara Horizontal oleh lernbaga yang juga melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa ini dikarenakan banyak terjadi 

pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan upaya paksa68
, dan lembaga Hakim 

Komisaris diharapkan dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan dalam tahap penyelidikan hlngga tahap pcnuntutan, 

khususnya terhadap pelaksanaan upaya paksa tersebut. 

11 D!knt!p deri Artlkel Peneli!.lan : Pengnwasan Horlsontal lerhadap Upn)'a Po.ksa Dalo.m Prose3 
PeradJlM P!dana, Jakarta: MaPPI FHUI1 hal.15. 
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KONSEPSI PERATURAN TENTANG HAlO.M KOMISARIS TERHADAP 

PENGHENTIAN PENYJDIKAN TINDAK PJDANA DAN PENGHENTIAN 

PENUNTUTAN TINDAK PIDA<'IA DALAM UPAYA PEMBAIIARUAN 

SISTEM PERADILAN PIDANA Dl INDONESIA 

3.1. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dan Penghe.ntian Penuntutan 

Ttdnk Pldana Menurut RUU KUHAP 

RUU KUHAP menyatakan penghentian pcnyidikan dan penghentian 

penuntutan secara eksplisit yang dituangkan dalam pasal~pasa! pada tiap bab yang 

mengatu( tentang penyidikan dan penuntutant pada bab ini akan dibahas tentang 

penelitian mengenai konsepsi RUU KUHAP terhadap Hakim Komisari ti!rhadap 

penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Sebelum penulis akan 

membahas terlebih dahulu penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan 

dimulai dari pengertlan dan meka.nisme yang diatur menurut RUU KUHAP. 

3.l.L Penghentian Penyidikan Tindal< Pi dana 

Secara gramatikal, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian 

tindakan Penyidik YaJlg diatur oleh undang~undang untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sldlk 

yang berarti perlksa, menyidik, menyelidik atau rnengamat~amati. u 

Sebeturn penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya 

paksa, terlebih dahulu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta 

yang diperoleh dari hasU penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula didugn 

sebagai suaru tindak pidana ada!ah benar-benar merupakan suatu tindak pidana 

yang telah ditentukan oleh ·suatu peraturan perundang-uodangan pidana. 

Adapun istHah atau pengertian secara yuridis mengenai penyidikan adalah 

serangkaian tindakan Penyidik umuk mencari kebenaran materiil dengan cara 

11 Kamus Besar Bahasa Indom:sin, Bnlai Pustaka, ccmkun kedua, i989, hal. 837 
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mcngumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut menjadikan tenang tindak 

pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya (Pasal 1 angka 1 RUU 

KUHAP). 

Jelaslah bahwa tujuan penyidikan adalah untuk menentukan tersaugka dari 

sebuah peristiwa tindak pidana yang teJah terjadi dengan telah menemukan suatu 

kebenaran materiil atas buktl-bukti yang telah diperoleh. Lalu bagaimana jika 

Penyidik mc1akukan tindakan dalam ra.ngka menentukan tersangka atas perkara 

tindak pidana temyata Penyidik tidak dapat menemukan kebenaran materiil 

karena tidak ada bukti-bukti yang cukup, Kebenaran materm adalah kebenaran 

yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 

ketentuan hukum secara jujur dan tepat. dengan tujuan untuk mencari siapakah 

pelaku yang dapat didakwakan atas suatu pclanggaran hukum, dan selanjutnya 

ditakukan pemerik.saan dan diberikan Putusan Pengadilan kepada orang yang 

benar-benar melakukan petbuatan pidana tersebut, atau dengan kata la.ln orang 

yang didakwa itulah yang memang dapat dipersalabkan. 81 

Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat 

bukti dari suatu perkara pidana yang telah terjadi demi terciptanya keadi!an dan 

kepastian hukum. Dengan kata lain, penyidikan bukanlah tindakan yang dilakukan 

untuk mencari kesaJahan dari seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak 

pidana. Oleh karena ltu, tindakan penyidikan harus dilakukan secara efisien dan 

efektif, tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

seseorang yang disangkn ;uau sang tersangka. Untllk keperluan itulah, undang­

undang memberi kewemmgan kepada Penyldik untuk dapat melakukan 

penghentian terhadap penyidikan, walaupun belum selesal. Penyidlk dapat 

menyatakan Penghentian Pen:yidikan terhadap suatu tindak pidana yang sedang 

ditanga.ninya. Akan tetapi kewenangan ini tidak dibenarkan dipergunnkan secara 

sewenang~wenang. Penyldik hanya dapat menyatr..kan menghentikan penyidikan 

apabHa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara limitatif dalam Hukum 

A®ra Pidana. 

11 Op. Cit. Wnluyadi, hal. IS. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penyidik diberi kewenangan oleh 

RUU KUHAP untuk dapat melakukan tindakan Penghentian Penyidikan terhadap 

proses penyidikan yang sedang berjalan. Kewenangan Penyidik dalam melakukan 

Penghentian Penyidikan ini diatur dalam Pasal 14 RUU KUHAP yang 

menyatakan : 

"Dalam hal Penyidik menemukan bahwa perkara yang ditangani tidak 

terdapat cukup bukti atau peristiwa yang disidik ternyata bukan 

merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, 

Penyidik dengan persetujuan Penuntut Umum menghentikan penyidikan 

dengan memberitahukan penghentian penyidikan tersebut dalam waktu 

paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan 

kepada Penuntut Umum, tersangka, pelapor, korban, atau keluarganya.'' 

RUU KUHAP telah menyatakan secara limitatif alasan-alasan yang dapat 

dipergunakan oleh Penyidik sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan. 

Pengaturan alasan secara limitatif ini sangat penting, karena dapat menghindari 

kecenderungan negatif dari Penyidik dalam menjalankan kewenangannya untuk 

melakukan penghentian penyidikan tersebut. Pembatasan alasan ini juga berguna 

sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dan yang merasa 

keberatan oleh karena adanya suatu penyidikan yang dihentikan oleh Penyidik. 

Beberapa alasan yang dapat dipergunakan oleh Penyidik untuk melakukan 

Penghentian Penyidikan merujuk pada Pasal 14 RUU KUHAP, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tidak terdapat cukup bukti. 

Apabila Penyidik dalam melakukan penyidikannya ternyata tidak 

mendapatkan bukti yang cukup. untuk digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan penuntutan terhadap tersangka di sidang Pengadilan, maka 

Penyidik dapat menghentikan penyidikannya. Pedoman yang dapat dipakai 

oleh Penyidik untuk menilai apakah bukti yang diperoleh dari Pt::nyidikan 

telah cukup atau belum untuk dijadikan dasar penuntutan adalah didasarkan 

Universitas Indonesia 

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH UI, 2009



56 

pada pernahaman atas ape yang telah ditentukan oleh Pasal177 ayat (l) RUU 

KUHAP, yang berisi penegasan da:n penjelasan tentang alat..a!at bukti yang 

sah untuk diajukan dalam persidangan Pengadilan. Alat bukti yang sah uni:uk 

dapat dia.jukan di muka sidang Pengadilan adalah meliputi ; barang bukti, 

surat~surat. bukti e1ektronik. keterangan seorang ahli, keterangan seorang 

saksi, keterangan terdakwa. dan Pengamatan H~kim. Alat-alat bukti tersebut 

harus diperoleh "'""" tidak melawan hukum (Pasal 177 ayat (2) RUU 

KUHAP). 

Penyidik barus berpijak atas ketentuan tersebut di atas untuk menentukim 

apakah bukti yang diperolelmya telah benar~benar cukup untuk membuktlkan 

bahwa seseorang yang disangkakan bersalah di muka persidangan. jika alat 

bukti tersebut temyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang 

yang disangkakan, rnaka Penyidik melakukan Penghentian Penyidikan. 

Namun demikian, walaupun sudah dihentikan penyidikannya, apabila di 

kemudian hari telah diperoleh bukti~bukti yang lainnya dan sekiranya hal itu 

rnenjadikan bukti telah cukup untuk mengajukan seseorang ke sidang 

Pengadllan, maka Penyidik dapat melakukan pe:-tyidikan kemba!i.83 

2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana 

Apabila dari hasH penyidikan ternyata menunjukkan bah\va peristiwa yang 

sedang dilakukan penyidikan bukanlah merupakan tindak pidana. maka 

Penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikannya terhadap perlstiwa 

yang sedang ditanganinya tersebut. Untuk menentukan apakah suatu peristiwa 

merupakan suatu tindak pidana atau buknn memang tidaklah mudah. Terdapat 

berbagai kesulitan untuk membedakan suatu perbuatan tertentu adalali 

perbuatan yang dapat dipidana atau tidak. Seringkali ditemukan peristiwn­

peristiwa yang erat hubungannya dengan lingkup hukum perdata, misnlnya 

antara perjanjian hutang·piutang denga.n penipuan atau penggelapan. Untuk 

menyelesaikan permasalaha.n dalam pembatasan mana peristiwa pidana dan 

peristiwa perdat~ tentunya harus didasarkan dengan mengetahui terlebih 

n Ibid. HnL 91. 

Universitas Indonesia 

I : : ! t; I! 

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH UI, 2009



57 

dahulu kriteria dari hukum pidana dan hukum perdata dengan segala maksud 

dan tujuan dari kedua cabang hukum tersebut. Dengan melihat kriteria kedua 

cabang hukum tersebut maka Penyidik dapat menentukan bagian peristiwa apa 

saja yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tindak pidana.84 

3) Penghentian Penyidlkan Demi Hukum. 

Penghentian Penyidikan demi hukum pada pokoknya sejatan dengan 

alasan-alasan tentang hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak untuk 

menjalankan pidana yang diatur dalam Bab IV RUU KUHAP, yaitu di 

antaranya adalah : 

a) Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Nehls In 

Idem); 

!4 Ibid. 

Seseorang yang telah diputus oleh Pengadll"" dan putusannya telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat dituntut kembali 

untuk perkara yang sama. Jadi, apabila Penyidik melakukan penyidikan 

perkara yang telah hilang hak untuk menuntutnya karena ne his in idem 

tersebut, maka Penyidik harus menghentikan penyidikannya. Berlakunya 

ne bis in idem tetgantung pada salah satu hal yang menyatakan bahwa 

terbadap seseorang tersebut telah dijat:uhkan putusan yang tetap oleh 

Hakim untuk peristiwa pidana seperti putusan berupa penetapan sank.si 

atau pidana, putusan lepas dari segala tuntutan pidana dan putusan bebas. 

Tujuan dari asas ne bis in idem ini adalah agar Pemerintah tidak 

beruJang-uJang memeriksa suatu peristiwa pidf.lnl4 karena hal ini dapat 

mengurnngi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya. 

Tujuan lainnya ialah untuk. memberika.n rasa tenang bagi seseorang yang 

dianggap sebagai tersangka, sehingga dl. dalam hatinya tidak terus­

menerus tertanam perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembaU 

untuk peristiwa pidana yang telah diputus oleh Pengadilan.85 

u lbid. HaL 75. 
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b) Tersangka/terdu.kwa meninggal dunia; 

Dengan meninggalnya tersangka. maka dengan sendirinya 

penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukannya harus dihentikan. 

Hal ini meng:ingat pada prlnsip dasar KUHP, yaitu penuntutan sanksi 

pidana haruslah ditujukan kepada persona (prihadi pers:eorangan) yang 

dituduh.se. 

Prinsip hukum tersebut adalah penegasan pertanggungjawnban 

dalam hukum p!dana, dimana tanggung jawab seseorang datam hukum 

pidana, hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana semata. Apabila 

orang yang disangka sebagai pelaku tindak pidana telah meninggal dunia, 

maka tuntutan atas peristiwa itu selesai, dalam artl tidak bisa dilanjutkan 

kepada ahli warlsnya. Asas in[ dikecualikan penerapannya terhadap tindak 

pid;ma khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Tindak Pidana Ekonomi lainnya.107 

c) Kada!uwarsa. 

Kada!uwarsa atau lampau waktu menyebabkan hilangnya hak 

untuk menuntut. Kadaluwarsa diatur dalam Pasal 149 RUU KUHP. 

Apabila Penyidik menemukan bahwa perkara yang sedang disidiknya 

temyata telah kadaluwarsa, maka Penyidik tidak dapat lagi melakukan 

penyidlkan terhadapnya. Alasan perkara yang telah kadaiuwarsa untuk 

dilakukan penghentian penyidikan ia1ah apabila sudah lewat waktunya 

beberapa waktu. apalagi wakm yang lewat ltu panjang. maka ingatan 

orang tentang peristiwa itu pasrilah berkurang, bahkan tidakjarang hilang 

sama sekaU, sehingga menurut Teori Ppembalasan maupun Teori Preventif 

Umum dan Khusus sudah tidak ada gunanya lagi untuk menuntut 

hukuman terhadapnya. ~ 8 

u Omon W, Bawcnp, Ptff)llrii/wn pqrkwa Plda11a Dan Tdnfk /ntf'O[(I"1Hf, J~rta: Predya. 
Porwnlta, 1988, hal. 182. 
17 1bid. HaiJ83 
&llbid. 
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Kepada individu harus diberikan kepastian hukum dan jaminan 

atas keamanannya menurut hukum, terutama apabila individu tersebut 

telah terpaksa tinggal lama di luar negeri dan dengan demikian untuk 

sementara waktu telah kehilangan ata11 dikurangi kemerdekaannya. Dalam 

penyidikan perkara pidana biasanya sulit untuk mendapatkan bukti yang 

diperluk.an apabila telah lewat waktu yang agak panjang. Oleh karena itu, 

hukum menetapkan, jika batas waktu untuk menuntut seseorang dalam 

suatu perkara tindak pidana telah lampau, tidaklah diperbolehkan lagi 

untuk melakuk.an penuntutan terhadapnya karena melakukan penyidikan 

terhadap perkara terse but adalah kesia-siaan bel aka. 89 

Apabila terdapat alasan-alasan seperti apa yang dijelaskan di atas, maka 

Penyidik berwenang untuk melakukan Penghentian Penyidikan. Penghentian 

Penyidikan ini oleh Penyidik wajib diberitahukan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Adapun pihak yang be~kepentingan tersebut adalah pihak 

Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya, Penasehat Hukum dan korban 

tindak pidana (Pasa\14 RUU KUHAP). 

3.1.2. Penghentian Penuntutan Tindak pidana 

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk menentukan suatu 

perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat Surat 

Dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang 

dengan permintaaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang 

Pengadilan (Pasal 1 angka 2 RUU KUHAP). Menurut Pasal 1 angka 3 RUU 

KUHAP, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang­

Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Putusan Pengadilan atau 

Penetapan Hakim. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk 

bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang­

undang (Pasal l angka 4 RUU KUHAP). 

1~ Ibid. 

Universitas Indonesia 

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH UI, 2009



60 

RUU KUHAP mcmberi tugas dan kewenangan pada Penuntut Umum, 

yang ditentukan dalam Pasal 42 ayat (I) yaitu ; melakukan koordinasi dan 

memberikan konsulrasl pelaksanann penyidlkan yang dilakukan oleh Penyidik, 

menyampaikan surat permohonan kepada Hakim Komisaris untuk melakukan 

penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain, menerima dan 

memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik~ memberi persetujuan atas 

penahanan yang melebihi 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam yang diinkukan 

oleb Penyidik, meminta penandatanganan Surat Perintah Penahanan kepada 

Hakim Komisaris. meminta penandatanganan Surat Perintah Penahanan kepada 

Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oieh Kerua Pengadilan Negeri., 

mengajukan pennintaan penangguhan penahanan kepada Hakim Komisaris atau 

kepada Hakim Pengadilan Negeri, membuat Surat Dakwaaa dan membacakannya 

kepada terdakwa, melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke 

Pengadilan1 menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 

waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada 

terdakwa dan kepada sak.si untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, 

melaksanakan Penetapan 1an/atau Putusan Hakim Komisaris, Hakim Pengadilan 

Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi, atau Hakim Mahkamah Agung, serta 

melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~undangan 

yang berlaku. 

Disamping wewenang dan tugas Penuntut Umum yang telah ditentukan 

sebagaimana diuraikan cli atas, Penuntut Umum juga dapat mengajukan suatu 

petkara kepada Hakim Komisaris untuk diputus tentang layak atau tidak layaknya 

perkara tersebut untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan (Pasal 44 ayat (I) 

RUU KUHAP). Dengan diajukannya penilaian kelayakan kepada Hakim 

Komisaris terhadap penuntutan, sebelum memberi putusan tentang layak atau 

tidak layak suatu perk.ara dilakukan penuntutan ke ?engadilan, Hakim Komisaris 

dapat memeriksa tersMgka dan saksi serta mendengar konklusi Penuntut Umum 

(Pasal 44 ayat (2) RUU KUHAP). Putusan Hakim Komisaris tentang layak atau 

tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke Pengadilan adalah putusan 

pertama dan terakhir. (Pasal44 ayat (3) RUU KUHAP). 
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Dalam hal Penghentian Penuntumn. maka perlu dlcermati pebedaan antara 

Penghentian Penunturan Deml Kepentlngan Hukum dengan Penghentian 

Penuntutan Demi Kepentingan Umum. Hal ini perlu dijelaskan dikarenakaa RUU 

KUHAP mengatur kedua bentuk Penghentian Penuntutan tcrsebut, Perbedaan 

anr.am keduanya ialah:Y0 

a. Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum 

Pertama, Penghentian Penuntutan yang dila.~ukan o!eh Penuntut Vmum 

alasannya bukan didasarkan kepada kepentingan umum, akan tetapi 

semata-mata didasarkan kepada alasan ke~entingan hukum Itu sendiri, 

yakni apa yang telah ditentukan dalam Pasal 145 RUU KUHP yang 

mengatur tentang gugurnya penuntutan. Kedua, pekara yang bersangkutan 

pada umumnya masih dapat diajukan. kembali penuntuta.nnyajika ternyata 

diketemukan alasan baru yang rnemungkinkan perkaranya dapat 

dUimpahka.1 ke sidang Pengadilan, misalnya diketemukan bukti baru 

sehingga dengan bukti baru tersebut sudah dap.at diharapkan untuk 

menjadikan Hakim yakin dan kemudian menghukum terdakwa (PasaJ 48 

ayat (S) RUU KUHAP). Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan 

Hukum mengandung pengerdan penuntutan yang diatur dalam Pasal I 

angka 2 RUU KUHAP, yaitu yang menentukan bahwa Penuntut Umum 

dapat menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan Pennntutan 

atau tidak, jika tidak dilakukan penuntutan maka Penuntut Umum 

menyatakan penuntutan perkara tersebut dihentikan, dan sebaHknya 

apabila tidak mak:a penuntutan perkara tersebut dilanjutkan ke sidang 

Pengadilan. 

b. Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Umum 

RUU KUHAP menyatakan Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan 

Umum tersebut merupakan penerapau dari asas oportunitas dari seorang 

Jaksa.. yang salah satu bentuknya ada.lah mela.k:Ukan penyampingan 

perk:a.ra (deponering perkara}. Pada penyampingan atau deponering 

perkara, perkara yang bersangkutan memang mempunyai cukup alasan 

10 Op.Ch ... Andi Ha:nzah, Pokok~pokok Pemikirlln, H:1LJ. 
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dnn bukti untuk diajukan dan diperiksa di muka sidang Pengadilan. 

Dengan lain perkataan bahwa dari fakta dan bukti yang telah diperoleh, 

kemungkinan besar terdakwa dapat dijatuhi hukurnan. Akan tetapi perkara 

yang cukup fakta dan bukti lni s.engaja dikesarnpingkan dan tidak 

dilimpahkan ke sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum atas aln.san "demi 

kepentingan umum•1 
, RUU KUHAP mengatur Penghentian Penuntutan 

dalam Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penuntut Umum juga 

berwenang demi kcpent.lngan umum danlatau dengan alasan tertentu 

menghentikan penuntutan haik dengan syarat maupun tanpa syarat. 

Kewenangan Penuntut Umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga 

dengan asas oportunitas, yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak 

menuntut suatu perkara (untuk di!akukan langkab penyelesaian perkara di 

luar PengadiJan). Penyelesaian di Juar Pengadibm ini dipertanggung~ 

jawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan (Penjelasan Pasa\ 

42 ayat (2) RUU KUHAP). 

3.2. Hakim Komisaris Dalam Penghentian Penyidik.an Tindak Pidana Dan 

Peoghentian Penuntutan Tindak Pidana 

Dengan dilakukannya ratifikasi oleh pemerintah Indonesia terhadap 

international Covenanl on Civil and Political Rights yang disahkan dengan 

Undang~Undang Nomor ll Tahun 2005 tentang Pengesahan lnrernational 

Cowman! on Civil and Political Rights (Kovenan !ntemasional tentang Hak-Hak 

Sipil dan Politik). ma.ka konsepsi mengennl pengaturan Hukum Acara Pidana di 

Indonesia diharapkan mengalami perubahan yang mendasar demi tuntutan aspirasi 

rakyat yang berkembang sesuai dengan perkembangan hukum dan perubahan pera 

politik yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi, transportasi, dan teknologi 

yang global. Perubahan tersebut han.1s dimaknai dengan suatu keinglnan yang 

lebih maju, terutarna demi menciptakan rasa keadflan dalam masyarakat seiring 

dengau tuntutannya, Untuk itt!, dilakukanlail perubahan substansi pada KUHAP 

dengan dlbentuknya lembaga baru. yakni !embaga Hakim Komisaris. Lembaga ini 

pada dasamya merupakan 1embaga yang terletak antara Penyidik dan Penuntut 
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Umum di satu pihak dan Hakim di lain pihak Wewenang Hakim Komisnris Jebih 

luas dan tebih lengkap daripada Pra-penuntutan (lembaga Pra-peradi!a.n),91 

Terkait dengan kewenangan Hakim Komisaris yang luas tersebut, 

kewenangan yang terkait dengan Penyidikan dan Penuntutan adalah bahwa Hakim 

Komisaris adalah pejabat yang dtberi wewenang menilai jalannya Penyidlkan dan 

Penuntutan (Pasa1 l angka 6 RUU KUHAP). dan wewenang terhadap 

Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan yang tidak berdasarkan asas 

oportunitas (Pasal ill ayal (l) butir (h) RUU KUHAP). Ke<lua kewenangan 

tersebut merupakan bagian dari kewenangan Hakim Komisaris lainnya yang 

diberikan oleh RUU KUHAP terkait peranannya sebagai lembaga pengawasan 

terhadap upaya pak.sa dari penegak hukum.92 

3.2.1. Mekanisme kewenangan Hakim Komisaris Dalam Penghentian Peny!dikan 

Tindal< Pidana 

Pengertlan penyidikan dapat disamakan dengan pcngertian "investigation" 

dalam bahasa Inggris atau "asporing" dalam bahasa Belanda. Menyidik 

(csporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat~pejabat yang untuk itu 

ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun 

mendengar kabaryang bemlasan bahwa telah terjadi pelanggaran hukurn9
l. RUU 

KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai barikut (Pasal l angka 1): 

"serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari kebenaran materiil d"ngan 

ca.ra. mengumpulka.n bukti-bukti yang dengan bulcti tersebut menjadlkan 

terang tindak pidana yang terja<Jl dan rnenentukan tersangkanyan. 

Berdasarkan RUU KUHAP tersebut. yang menjadi tujuan dalam 

penyidikan adalah kebenaran yang bersifat materiil dengan cara~cara berupa 

91 P~njei8S1lfl (Ranenngan) Unda.nlf'undang tentang Huk1,1m Ac!ll1l Pid1111a (KUHAP) bagiW1 
Umum, draft 2008, 

92 Wawa~ dengnn lndriynntn Seno Adjie: Belinu men}'(lt.akan bahwa. lembagu Haktm 
Komlsaris merupakrut "mld of primary court'' )'ang lebih melakuknn efektlf'itas lerhndtlp 
lembaga pengawasan terhs.dap upnyn paksa dar! piittl penegak hukum dan dltcmpnlktm sebagal 
fungsionalisasi sekaligus r:-evatuii.Si terhndap sub-sistem pcnldilan pidann ynng dlunggnp tid11k 
makslmal dalam pembangunan hukum nulone:l di Indonesla.. J~ Tanggul 3 Junl '2008, 

"' Andt He:mzah, Penganrtn' Hukum Acat'C PfdaM Indonesia, Jakarta : Oballa tndOC\e:sla, Hal. I UL 
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pengumpulan bukti-bukti untuk menjadikan jeias perkara tindak pidana dan agar 

dapat menentukan siapa pelakunya. kcbenaran materiil ialah kebennran yang 

selengkap~lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan 

Hukum Acara Pidana secarajujur dan tepat.9
.:. 

Pcnyidik, sesual k.ctcntuan Pasal 8 RUU KUHAP dalam melakukan 

penyidikan. berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut ditujukan 

agar Penuntut Umum sejak awai sudah mengikuti perkembangan proses 

penyidikan dan memberik:an konsultasi un~uk perkara penting, sehingga tercipta 

sistem peradilan pidana terpadu dan sekaligus berguna untuk efisiensi 

penyelesaian pemberkasan perkara dan tidak terjadi bolak-balik berkas perkara 

dari Penyidik ke Penuntut Umum dan sebaliknya .. Selain itu, penuntutan dapat 

dilakukan secepatnya sesuai dengan Asas Hukum Acara Pidana dimana peradilan 

harus di!akukan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak 

memihak. dan harus diteiapkan secara konsekuen pada seluruh tingkat pc:radilan 

(Penjelasan Bagian Umum RUU KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada 

Penuntut Umum begitu ia memulai penyidlkan dalam waktu paling lambat 2 

(dua) hari terhitung sejak dimulainya penyidikan (Pasal 13 ayat (I) RUU 

KUHAP). Pemb.eritahuan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan 

secara tertuJis. 

Kewenangan yang diberikan oleh RUU KUHAP kepada Penyidik antara 

lain ialah kewenangan untuk menghentikan penyidikan berdasarkan syarat-syarat 

yang bersifat limitatif. Atas dilakukannya Penghentian Penyldikan ini .maka 

Penyidik wajih mernberitahukan tindakannya itu kepada Penuntut Umum. 

tersangka, pelapor. korban, dan atau keluarganya (Pasal 14 RUU KUHAP). 

Pentingnya pemberitahuan in! berkaitan dengan hak Penuntut Umum untuk 

melaporkan kepada Hakim Komisaris apabila ada pihak yang merasa berkeberatan 

atas adanya Penghentian Penyidikan tersebut (Pasal 111 ayat (2) RUU KUHAP}. 

Keberatan ini bisa terjadl, apabila Penuntut Umum atau pihak lainnya yang 

berkepentingar. memiliki penilaian atau berpendapat lain1 yaitu bahwa tindakan 

Penghentian Penyidikan tersebut tidak sah atau telah terjadi penyalahgunaan 

~• Ibid, 
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kewemmgan olei't Penyidlk. Sebagai comoh, Penyidik berpenda.pat bahwa perkara 

yang sedang dilakukan penyidikan tersebut bukanlah perkara tindak pidana, 

sedangkan Penuntut Umum menilai bahwa perkara tersebut adalah tindak pidana 

dengan melihat pada buk.ti-bukti dan sak:;i yang ada dan oieh karena itu cukup 

memadai untuk dilakukan penuntutan terhadap tersangkanya di muka 

persidangan. Bagi korban tindak pidana. apabila mengetahuj tersangka tldak 

diproses menurut hukum, maka korban tindak. pidana tni akan merasakan 

ketidakadilan dan ia merasa tertekan secara lahir maupun batin dengan tidak 

mendapatkan kepa.stian hukum atas apa yang telah dideritanya, Alasan inilah yang 

mendasari pemberian hak kepada pihak yang rnerasa keberatan atau dirugikan 

oleh adanya Penghentian Pcnyidikan. untuk dapat mengajukan permohonan 

kepada. lembaga yang diberi kewenangan dalam sistern peradUan pidana, yaitu 

Hakim Komisarls. 

Keberadaan Hakim Komisaris sebagai lembaga pengawasan dan penilaian 

secara horizontal'~5 termasuk pu1a kewenangan untuk melakukan peniJaian apakah 

Penghentian Penyidikan dapat dilakukan atau tidak didasarkan atas Iaporan yang 

diajukan kepadanya. Para pihak yang dapat mefapor atau mengajuka.n laporan 

terSebut sesuai dengan Pasal 111 ayat (2) RUU KUHAP adalah pihak Penuntut 

Umum (sebagai perwakilanlpembela pihak korban) dan Penasehat Hukum 

Tersangka dan/atau tersangka itu sendiri. 

Hakim Komisaris denga:n kewenangannya untuk meni1ai jalannya 

Penyidikan dan Penuntutan. dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang~ 

Undang {Pasal 1 butir 6 RUU KUHAP), menerima laporan dati para pihak yang 

mengajukan laporan atas tindakan Penghentian Penyidikan dengan didasarkan 

keberatan atau terdapatn:ya dugaan bahwa tela.h terjadinya penyalahgunaan 

keWenangan oleh Penyidik. Laporan tersebut ditujukan untuk ditindaklanjuti oleh 

Hakim Komisaris agar diberikan Putusan mengenai sah atau tidaknya. Penghentie.n 

Pc::nyidikan. apabila Penghenrlan Penyidikan tersebut tidak sah maka Hakim 

Komisaris melalui putusannya menetapkan Penyidik barus melanjurkan 

penyidikannya (Pasal 115 RUU KUHAP). Hakim Komisarfs dalam membuat 

9
' Loe. Cit. Wawane&ra! tndriyanto Seno Adjie. 
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keputusannya melalui St!buah sldang dengan memeriksa tersangka, terdak.wa atau 

saksi, setelah mendengar konklusi Pemmtut Umum (Penjelasan Pasal Ill aya! (2) 

RUU KUHAP). Hakim Komisaris harus mengambil putusan atas laporan terkait 

Penghentlan Penyidikan tersebut paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak 

menerima permohonan dari para pihak yang mengajukannya (Pasal 114 ayat ( 1) 

RUUKUHAP) 

Sldang Hakim Komisaris ini diselenggarakan untuk melakukan penelitlan 

dan penilaian terhadap tindakan-tindakan dalam penyidikan yang telah 

berlangsung. Hal ini disesuaikan dengan peranan Hakim Komisaris yans cukup 

penting, yaitu kewenangannya yang dimulai dari memberikan perizinan kepada 

Penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa dalam tahap penyidikan seperti 

penahanan, inlerograsi, penggeledahan, penyitaan, perampasan dan tindakan 

upaya paksa lainnya yang dapat dBakukan oleh Penyidik terhadap 

tersangka/terdakwa dalam rangka mendapatkan keterangan (Pasal 111 RUU 

KUHAP), apakah te1ah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

mengatumya atau tidak. Penelitian yang dilakukan Hakim Komisaris ditujukan 

kepada catatan-catatan resmi dan sab yang terkait dalam tahapan penyidikan 

seperti salinan Surat Perintab Penangkapan, Surat Perintah Penaharum, Surat 

Perintah Penyitaan, atau catatan-catatan lainnya yang terkait dengan perkara yang 

sedang dilakukan penyidikan tersebut (Pasal 114 ayat (2) RUU KUHAP). Selain 

melakukan penelitian te:rhadap berkas catatan tersebut Hakim Komisaris juga 

dapat mendengar keter2.ngan dari pihak tersangka atau Penasehat Hukumnya, 

pihak Penyidik dan Penuntut Umum secara langsung (Pasal 114 ayat (3) RUU 

KUHAP). dan apabila diperlukan, Hakim Komisaris dapat meminta keterangan di 

bawah sumpah dari saksi ynng relevan dan juga dengan meliitat alat bukti yang 

relevan dengan penyidikan tersebut (Pasal 114 ayat (4) RUU KUHAP). Dengan 

basil penelitian dan penilaian terscbut Hakim Komisaris dapat membua.t dasar 

hukum dan alasa.nnya yang dituangkan dalam putusannya (Pasal 115 ayat (1) 

RUUKUHAP). 

Berdasarkan ketentua.n tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Penghentian 

Penyidikau yang dilaporkan kepada Hakim Komisaris disertai dengan harapan 
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agar Hakim Komisaris dapat me!akukan penilaian atas proses penyidikan yang 

sedang berlangsung. Satu hal yang penting adalah bahwa Penetapan atau Putusan 

yang dikeluarkan oleh Hakim Komisaris adalah Putusan yang tetap dan mem1Uki 

kekuatan hukum yang pasti dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding 

ataupun kasasi (Pasall24 RUU KUHAP), 

Ketentuan tentang tidak dapatnya dila:kukan upaya hukum terbadap 

Putusan ataupun Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Kon1isaris sebagaimana 

disebutkan di atas dikarenakan kedudukan Hakim Komisaris <\dalah sebagai 

Hakim Tunggal yang terlepas dari Pengadilan Negeri dan bersifat perrmanen. 

Dengan berkedudukan di Rumah Tahnnan (RUTAN) rnaka tidak ada tingkatan dl 

atas Hakim Komisaris yang k.ekuasaan dan kewenangannya lebih tinggi dan leblh 

berkuasa sehingga tidak ada tempat untuk mengajukan upaya hukum alas 

putusannya. % 

Konsep Hakim Komisaris dalam hal Penghentian Penyidikan tersebut 

memberikan peranan yang lebih baik dibandingkan dengan konsep Pra~perndilan 

yang pada saat ini diberlakukan berdasarkun KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 

Tilhun 1981) saat inl, dengan melihat beberapa kekurangan dan kelemahan Pra­

peradilan yang tidak mempunyai wewenang dalam pengujian dan penilaian 

terhadap sah atau tldaku:•a suatu penangkapan at<tu penahanan tanpa adanya 

pennintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak fain atas kuasa tersangka. 

Apablla permintaan dimaksud tidak ada, walaupun tindakan penangkftpan atau 

penabanan nyata~nyata telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka 

sidang Pra~peradilan tidak akan dapat diadakan, dan hal ini sangat berbedn dengan 

Konsep Hakim Komisaris yang berperan alctif tanpa menunggu adanya laporan 

atau permintaan semacam itu. 

Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa Hakim pada Pra-peradllan 

seolah-olah tidak peduii apakah tindakan Penyidik atau Penuntut Umum yang 

melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat matcriil 

aumkah tidak, yaitu adanya "dugaan keras" telah melakukan tindak pidana 

n Wawaneera dengan Andl HIWzah, Toplk; Pernnan Haldm Komisarls Dalam KnMep 
Pembattaruan H1,1kum Aen.ro ?idana, Jakarta, Te.nggat 4 Junl 2009. 
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berdasarkan ''bukti pennulaan yang cukup". Ada atau tidak adanya bukti 

permutaan yang cukup ini dalam praktek tida.k pernah d.ipermasatahkan oleh 

Hakim. karena umumnya Hakim Prn~peradilan menganggafl bahwa hal itu bukan 

menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan 

perkara yang menjadi wewenang Hakim dalam sidang Pengadilan Negeri.'n 

Berbeda dengan Knnsep Hakim Komisaris, atas Putusan yang dikeluarkan 

oleh sidang Pra-peradilan masih dapat di!akukan upaya hukum. Hai ini seja!an 

dengan praktek yang telah ada dimana atas Putusan Hakim pada Pra~peradilan 

tersebut dapat dilakukan upaya hukum dalam bentuk banding pada PengadUan 

Tinggi untuk dimintakan Putusan Akhir.98 

Dengan beberapa k.elemahan dan kekurangan yang ada pa.da lembaga Pra­

peradilan, mak.a lembaga Hakim Komi saris ditujukan sebagai lembaga re~evaluasi 

dan rekonstrukst struktural dalam sistem peradilan pidana, Konsep Pra·peradilan 

ini rnenurut lndriyanto Seno Adjie merupakan implementasi Rechter 

Commissaris yang keliru berdasarkan pengalarnan historis dan secara 

konseptual." 

3.2.2. Mekanisme Kewenangan Hakim Komisaris Dalam Penghentian 

Penuntutan Tindak Pidana 

RUU KUHAP mengatur mengenai Penghentian Penuntutan Demi 

Kepentingan Hukum dan Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Umum, 

Pasal I angka (2) RUU KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan 

Penuntut Umum untuk menentukan suatu perkara tindak pida.na dapat dilakukan 

penuntutan atau tidak. membuat Surat Dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana 

ke Pengadilan yang berv~erumg dengan permlntaan agar diperiksa dan diputus 

oleh Hakim di sidang Pengadilan, 

Deflnisi yang diberlkan RUD KUHAP tersebut tet&h memberikan 

penjelasan tentang kewenangan Penuntut Umum daiam hal tindakan penuntutan. 

'~-' Op,Cit. Admm Buyung N115ution, haL 9. 
91 P1.1t. M.A. NoAOI J(!PidJ1983. Tanggol !0 April 1984. 
"'~ Op.Cit. Wnwnncmu : lndriyanlo. 
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Kewenangan tersebut di antaranya adalah menentukan suatu perkara tindak pidana 

untuk dapat dilakukan penuntutan araukah tidak ke rnuka sidang Pengadilan. Hal 

ini berarti bahwa tindakan Penuntut Umum dalam menentukan sikapnya untuk 

melakukan penuntutan ke rnuka sidang PengadU'li'l atau tidal<. berkaitan erat 

dengan terjadinya Penghentian Penuntutan yang diambU oleh Penuntut Umum. 

Penuntut Umum melakukan Penghentian Penuntutan demi kepentingan 

hukum apabila perkara yang telah dilimpahkan oleh Penyidlk kepada Penuntut 

Umum temyata: tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara 

limitatif dalam Pasal 14 R1.1U KUHAP. yaitu tidak terdapat cukup alar bukti, 

peristiwa terse:but bukan merupakan perkara tindak pidana dan perkara dihentikan 

karena alesan hukum. Terkait dengan Penghentian Penuntutan yang didasarkan 

atas tidak tetdapa.tnya oukup bukti, Andi Hamzah berpendapat bahwa Penuntut 

Umum telah menilai jika perkara tersebut diajukan ke sidang Pengadilan maka 

dapat diduga babwa terdakwa akan dlbebaskan oleb Hakim karena kesalaftannya 

yang didakwakan atas dir1 Terdakwa tersebut tidak terbukti. Untuk menghindari 

keputusan pembebasan yang dcmikian itu, dcngan kebijaksanaan Penuntut Umum 

melakukan Penghentian Penuntutan. Begitu pu!a halnya apabila perkara yang 

dilimpahkan oJeh Penyidik kepada Penuntut Umum yang dinilai oleh Penuntut 

Umum bahwa perkara tersebut bukanlah merupakan peristiwa tindak pidana, 

Penuntut Umum menghentikan penuntutan dengan dasar pertimbangan bahwa 

Hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum jika tetap diajukan 

ke sidang Pengndilan.100 

Terkait dengan Penghentian Penuntutan demi hukum, rnenurut Andi 

Harnzab haruslah didasarkan pada ketentuan undang-undang yang disesuaikan 

dengan pengaturan yang mengatur tentang hal .. demi hukum" tersebut, dan beliau 

b¢rpendapat bahwa peraturan undang~undang yang dapat disesuaikan dengari 

ketentuan dalam RUU KUHAP tersebut tidak lain adalah RUU KUHP101
• 

Penghentian Penuntutan demi hukum harus1ah didasarkan pada gugurnya. 

!M Op,Cit. Wawancatll:: Andi Hamz;th, 
!<II )bid. 
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kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal l45 RUU KUHP yang 

menyatakan bahwa kewenangan penuntutan gugur jika: 

a. TeJah ada putusan yang me:mperoleh kekuatan hukum yang tetap; 

b. Terdakwa meninggal dunia; 

c. Kadaluwarsa; 

d. Penyelesaian dilaksanakan di luar proses Pengadilan; 

e. Maksimum pldana denda telah dibaya.r dengan sukarela bagi tindak 

pidana yang diancam dengan pidana denda; 

f. Presiden memberi amnesti atau a.boUsi; 

g. Penuntutan dihentlka:n karena penuntutannya diserahkan kepada 

negara lain berdasarkan perjanjian~ 

h. Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduannya, atau 

pen~aduannya telah ditarik kembali; atau 

i, Pengguna.an asas oportunitas oleh Jaksa Agung. 

Berdasarkan syarat~syarat Penghentian Penvntutan yang telah dijelaskan di 

atas, maka Penghentian Penuntutan tersebut merupakan Pe:tghentian Penunturan 

Demi Kepentingan Hukum. 

Selain Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum, RUU KUHAP 

juga memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk melakukan 

Penghentian Penuntutan Demi Kepemlngan Umum (Pasal 42 ayat (2) RUU 

KUHAP), Kewenangan Penuntut Umum dalam Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP 

tersebut disebut juga dengan asas oporumitas, yaltu kewenangan untuk menuntut 

atau tidak menuntut perkara dan untuk melakukan penyelesaian perkara di luar 

Pengadilan yang oleh Penuntut Umum dipertanggungjawabkan kepada kepala 

Kejaksaan Tinggi setiap bulan (Penjelasan Pasal42 ayat (2) RUU KUHAP). 

Menurut pendapat Andi Hamzah, menyangkut kebijakan dalnm 

penuntutan (Policy of Proseculion) oleh Penuntut Umum untuk menentukan suatu 

pcrkara dapat dituntut atau tidak, apab.ila Penuntut Umum menentukan suatu 

perkara tidak perlu dituntut sedangkan bukti .. bukti telah cukup, rnaka Penuntut 
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Umum menerapkan asas oportunitns. Penerapan asas oportuoitas in! bisa dlnkukan 

dengan dilekatkan suatu syarat tcrtentu dan dapat pula dilakukan tanpn sya.rat. 

Sebagai contob Penghentian Penunlittan Demi Kepentingan Umum yang dapat 

dilekatkan suatu syarat adrlah bahwa terdakwa tidak dituntut tetapi dengan syarat 

harus membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian. Secara umum dl negara­

negara lain juga dikenal penerapan asas oportunitas dengan syarat. yang di 

Indonesia juga dilakukan dengan nama schikking. lni berarti bahwa penuntman 

mempunyai arti yang luas. ya.itu mengandung arti bisa diselesatkan di Pengadihm 

dan blsa juga diselcsaikan di luar Pengadilan. Pengaturan tentang Penghentlan 

Penunrutan Demi Kepentingan Umum ini dimaksudkan agar asas oportunitas 

dapat digunaka.n oleh semua Jaksa, rnulai dari Jaksa Penuntut Umum yang berada 

di tingkat Pengadilan Negeri. 102 

Dengan perluasan pengaturan Penghentian Penuntutan dalam RUU 

KUHAP. yakni Penghentian Penuntutan Demi K~ntingan Hukum maupun 

Demi Kepentingan Umum, maka diperiukan sistem pengawasan yang 1ebih balk 

untuk dapat melakukan pengawasan terhadap Penghentian Penuntutan tersebut. 

Sejalan dengan ini, dibentuknya lembaga Hakim Komisaris sebagai lembaga yang 

melakukan tindakan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan Penuntut 

Umum dalarn melakukan. tindak:an Penghentian Penuntutan tersebut adalah saogat 

efektif rnengingat pengawasan yang dilakukan oJeh Hakim Komisaris tcrsebut 

dilakukan secara aktif. tanpa menunggu adanya pemberitahuan atau laporan 

kepada Hakim Komisaris tedebih dahu1u. Hakim KomisarJs mengawasi tindakan 

Penghentian Penuntutan yang dUakukan oteh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 

11 I ayat (I) RUU KUHAP. 

Penuntut Umum juga dapat mengajuka.n suatu perkara kepadn Hakim 

Komisaris untuk dinilai dan diputuskan tentang layak atau tidaknya untuk 

dilakukan penuntutan ke muka sidang Pengadilan (Pasal 44 ayat (!) RUU 

KUHAP). Sebelum mernberi Putusan tentang !ayak atau tidak layaknya suatu 

perkara untuk dUakukan Penuntutan ke Pengadilan Hakim Komlsaris memeriksa 

rersangka dan saksi~,;aksi yang terkait untuk mendapatkan keterangan sertn. 

IW Op.Cit, Andl Hamzoh, Pokok-PokfJk Pikiran Roncangan Undang·Undanghn1.2 
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mendengar Konklusi Penuntut Umum (Pasal 44 ayat (2) RUU KUHAP). 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris tentunya didasnrkan aras 

penilaian terhadap kepentingan hukum yang ada, dengan melihat pada 

obyektivitas perkar~ misalnya : <1pakah telah ada cukup bukti untuk menjadikan 

dasar penuntutan terhadap tersangka agar dap-at didakwa. apakah perkarn tersebut 

adala.h perkara tindak pidana. dan adanya penghentian atas dasar alasan !mkum, 

balk dengan syarat maupun tanpa syarat (Pasai 42 ayat (2) RUU KUHAP). 

Adapun syurat~syarat terSebut adalah : 

a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; 

b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat tabun); 

c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pi dana denda~ 

d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh 

puluh) tahun; dan/atau 

e. kerugian sudah diganti. 

Dengan melihat keseluruhan faktor tersebut di atas, Hakim Komisaris 

kemudian akan memutuskan apakah perkara tindak pidana tersebut layak untuk 

dapat diajukan ke muka sidang Pengadilan atau tidak. Apabila Putusan Hakim 

Kamisaris menyatakan bahwa perkara tersebut memang tidak layok untuk 

diajukan ke muka sidang Pengadilan dengan dasar aJasan demi kepenringan 

hukum, maka Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penghentian 

Penuntutan (Pasa144 ayat (4) RUU KUHAP). Putusan Hakim Komisaris tentang 

layak atau tidak layaknya suatu perka:ra untuk dilakukan Penuntutan ke 

Pengadilan adalah putufan pertama dan terakhir {Pasal 44 ayat (3) RUU 

KUHAP). Apabila Penuntut Umum di kemudian hari ternyata mcncmukao bukti 

baru atas perkara tersebut, maka Penuntut Umum meminta kepada Hakim 

Kornisaris agar diputuskan bahwa Penuntutan dapat dilanjutkan kembali, dan 

Hakim Komisaris dapat mencabut penetapan Surat Penghentian Penuntutan 
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terhadap perkara tindak pidana tersebut sejauh tidak bertentangan dengan 

ketentuan hukum yang ada, misalnya apakah perkara tersehut belum kadaluwarsa, 

3.3. Mekanltme Haldm Komlsarls Sebaeal Lembaga Pcngawasan Dnlam 

Pemb.,haruan Huktun A<:ara Pldana 

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, para aparat penegak hukum 

tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan 

dengan ketentuan perundang~undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk 

menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam 

proses petadilan pidana adalah dengan dibentuknya lembaga Hakim Komisaris 

yang diatur dalam RUU KUHAP. 

Hakim Komi saris mempakan lembaga yang dibentuk. untuk rnenggantikan 

lembaga Pra-peradilan yang diatur dalam KUHAP (UU No.8 Tabun 1981) dan 

ditujukan untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum 

agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau 

penyalahgunaan wewenang. Pengawasan dirnaksud tidaklah cukup hanya 

pengawasan yang bersifat intern dalam perangkat aparat itu sendiri (sistem 

vertikal) saja, namun juga dibutuhkan suatu sistem pengawasan silang antara 

sesama aparat penegak hukum (sistem horizontal). 100 

Pengawasan dalam pengertian bahasa Indonesia berasal dari kata "awas'\ 

sehingga merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam a.rti mellhat sesuatu dengan 

seksama kemudian melaporkan hasil kegiatan tersebut, Sedangkan "horizontal'' 

secara leksikal mengandung pengerrian sejajar atau berada dnlam satu tingkat 

yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwo yang dimaksud dengan 

pengawasan horizontal adalah pengawasan sejajar atau pengawasan dalam tingkat 

yang sama. 104 

Dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa selalu ada pengambilan hak~hak 

asasi manusia seca.ra paksa. Namun demikian, hakikat penegakan hukum adalah 

untuk melindungi Hak Asasi Manusia, sehingga sudah sepatutnyalah apabila 

lt'l Op.Cit, MII!PPJ FHUI, hal.t. 
1(1.1lbid, Hal.l4. 
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pengambilan paksa Hak Asasi Mnnusia tersebut juga diupayakan agar tidak 

berlebihan dan harus dilakukan secara proporSional sesuai tujuan awol 

diadakannya upaya paksa im ~endirl. Berangkat dari gagasan awal seperti ini~ 

terlihat betapa pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap 

aparat penegak hukum daiam menjalankan upaya paksa. Sebenamya seca.ra 

otomatis pengawasan kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa 

dan Hakim) telah melekat pada tembaga itu sendiri. dan hal inUah yang 

dinamakan Pengawasan Vertikal, karena dilakukan secara berjenjang oleh atasan 

penegak hukum masing~masing kepada bawahannya. Namun kenyataannya 

pengawasan ini dirasakan kurang atau tidak cukup kuat karena sangat tergantung 

dari kesungguhan dan kemauan internal lemhaga itu sendiri tanpa 

dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar. Untuk mengakomodasi hal ini~ 

diperlukan suatu pengawasan horizontal di antara aparat penegak hukum.105 

Hakim Komlsaris secara tidak langsung melaknkan pengawasan atas 

pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan dalam rangka penyidikan maupun 

penuntutan. Melalui lembaga ini juga, dimungkinkan adanya pengawasan antara 

Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal Penghentian Penyidikan dan Penghentian 

Penuntutan100• Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Hakim Komisa.ris adalah 

lembaga yang merupakan saiah satu model pengawasan yang dilakuka:n secara 

horizontal yang diakomodir oleh RUU KUHAP. 

Manusia pada dasamya diciptakan dengan memiJiki: martabat dan 

kedudukan yang sama. Sejak dilahirkan. makhluk Tuhan yang paling sempuma 

ini telah dianugerabi seperangkat hak-hak mendasar dalam kehidupannya. Hak" 

hak yang asasi tersebut dimiliki tanpa rnelihat perbedaan ras, kebangsaan, usia, 

maupunjenis kelamin (gender). Piagam PBB (United States) mengenai Dcktarasi 

Hak-Hak Asasi Manusia memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap 

hak-ha.k tersebut Beberapa pasal dalam deldarasi ini seeara spesiflk 

10
' lbld. Hat 15 

IM Op.Cit wav.;mcara: lndriynnto Seno Adjie. 
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menggambark.an hak~hak tersebut. Dalam kaitannya dengan tulisan pada bagian 

ini, hak-hak tersebut antara lain adalah: 107 

Article /3. (I); 

"Everyone has the right to freedom of movement and residence within I he 
borders of each slate'', 

Article 17: 

(I) Everyone has the right tc mvn property alene as well as in association 
with others 

(2) No one shall be arbftrarfiy deprived ofhi.s property, 

Berdasarkan uraian di atas. maka terlihat bahwa hak~hak mendasar 

tersebut merupakan bagian esensiil dalam kehidupan setiap manusia. Dengan 

demikian, setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun 

dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang ini merupakan 

pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang seharusnya dihonnati dan 

diHndungi oleh setiap negara. 

Terkait dengan upaya paksn berupa penangkapan serta penahanan, maka 

Huktlm Acara Pidana melalui ketentuannya yang bersifat memaksa 

menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak: kebebasan seseorang. 

Hukum Acara Piduna memberikan bak kepada pejabat tertentu untuk melakukan 

tindakan penahanan terhadap tersangka dan terdakwa dalam rangka meiaksanak:an 

l:iukum pidana materiil guna mencapai ketertiban umum dalam masyarakat10
'. 

SeJain itu, berdasarkan hukum acara juga diatur mengenai pembatasan terl:i&dnp 

hak milik seseorang. Hal ini di1akukan mela1ui ketentuan mengenai upuya paksa 

penggeledahan, penyltaan dan pemeriksaan surat. Kebebasan sescorang 

menguasai dan menggunakan benda yang merupakan miliknya seeara sah 

menurut hukum dalam rangka proses peradilan pidana ternyata dapat disimpangi 

dengan dilakukannya ketiga upaya tersebut Namun demik.ian, upaya paksa 

tersebut harus dilak:ukan dengan te!ap mentaati ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh peraturan perundang~undangan, sehingga seseora.ng yang disangka atau 

didakwa telah melakukan tlndak pldnna dapat mengetahui dengan jelas huk-hak 

101 Op.Cit. MBPP1 FHUI, hal.2. 
!Ulbid. 
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mereka dan sejauh mana batas wewenang dari para aparat penegak hukum yang 

akan melaksanakan upaya paksa tersebuL 1c9 

3.3.1. Pembabaruan Sebagai Pemantapan Sis~em Peradilan Pidana 

Terkait dengan penelitian tesis ini maka pembaharuan ditujukan pada 

sistem hukum pidana secara formil, yaitu Hukum Acara Pidana yang lertuang 

dalam bentuk mekanisme sistem peradHan p1dana. Pembc.haruan Hukum Acarn 

Pidana ini diwujudkan dengan pembuatan Rancangan Undang-Ondang Hukmn 

Acura Pidana (RUU KUHAP), Pembaharuan sistem Hukum Acara Pidana ini 

diarahkan pada penggantian dan penambahan pada sistem yang telah ada. Saya 

secara pribadi mengambil kata "pemantapan" untuk pembabaruan Hukum Acara 

Pidana tersebut, sebag1.imana pendapat Sudikno Mertokusumo yang 

berpendapat tentang 11pemantapan sistem peradilan'~ yang berarti bahwa sistem 

peradilannya sendirl sebenamya sudab mapan. tetapi masih perlu dhnantapkan 

atau ditingkatkan. 110 

Sebagaimana diketahui, yang dinamakan sistem adalah suatu kesatuan 

yang terdiri dari unsur~unsur yang berkaitan erat satu sama lain, yang tidak 

menghendaki adanya konflik di da!am sistem itu, dan kalau terjadi konflik maka 

konflik itu tidak akan dibiarkan berlarut-larut, namun akan dipecahkan oleh dan di 

dalam sistem itu sendiri. Demikian pula halnya dengan sistern peradilan yang erat 

hubungannya dengan sistem-sistem lain dalam sistem hukum nasional, sehingga 

daiam meni1ai a.mu memant:apkan sistem peradilan, kita tidak boleh terlepas dari 

sistem-sistem lain yang ada dalam sistem hukum nasional. 111 

Mengingat bahwa sistem peradilan itu tidak berdiri sendiri dan mengingat 

pula keadaan umum dewasa ini, maka tidak dapat terla1u diharapkan sepenuhnya 

hasii yang maksimal dari usaha pemantapan sistem peradilan ini. Dalam 

pembentukan undang~undang misalnya, karena tidak terkoo:rdlnasi. karena lidak 

memperhatikan sistem lain dalam slstem hukum Clasional, rnaka hasi!nya ddak 

109 Ibid. 
110 Sudlkno Mertokus:umo, Pemnnt~:~pan Sistem Perndilan, makalah 6alcm SemlmH NosiOJlnl 

Menyongsong Pembnngunsn Huk:um dalam ern 2000. Semarang, 12-13 Agustus 1996, hoi. I. 
lll Jbld. 

Universitas Indonesia 

Kewenangan Hakim..., Mochamad Novel, FH UI, 2009



77 

memuaskao karena is!oya ada yang bertentangan atau berbemuran dengao 

undang-undang lain. 

Pembaharu::m Hukum Acara Pidana tersebut berkaitan pula dengan asas­

asas yang terkandung di dalamnya, sa!ah satu di antaranya menurut Sudlkno 

Mertokusumo adalah Asas Peradilan Bebas. Kebebasan Hakim merupakan asas 

utama peradilan. Hal ini diatur dalam Pasai I Undang-und<'ng Nomor 4 tabun 

2004 yang berbunyi : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum rlan 

keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Huk.um Republik 

[ndonesia". Selanjutnya Pasal 2 ayat I Undang~undang Nomor 4 tahun 2004 

mengatakan bahwa penyelenggaraan Kekuasaan Kehaldman diserahkan kepada 

badan-btidan peradilan, yang tugas pokoknya adalah untuk menerima. memeriksa 

dan mengadiU serta menyelesa.ikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, 

sedangkan pasal 4 ayat 3 mengatakan .. bahwa segala campur tangan dalam urusan 

peradilan oleh pihak-pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang. Dengan 

demikian, Hakim bebas untuk memeriksa serta mengadili suatu perknra (bebas 

untuk menilai pembuktian, bebas dal!un menemukan hukumnya, bebas dalam 

mengambil lreputusan) serta bebas dari campur tangan pihak ekstta yudisiil. 

Kebebasan Hakim merupakan asas universal yang terdapat di seluruh dunia, 

merupakan dambaan semua bangsa. Namun demikian, Kebebasan Hakim ini 

tidaklah mutiak. Secara makro, kebebasan Hakim dibatasi oleh sistem 

pemerintahan, sistem politik, sistem Ckonomi dan sebagainya. Secara mil,ro, di 

Indonesia Kebebasan Hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang~undang Dasar, 

undang-undang. ketertiban umum, kesusilaan, kepentingan atau kehendak para 

pihak (dalam perkara perdata). Asas selanjutnya yang tak kalah pentingnya adnlah 

asas peradilan cepat. 1 12 Peradilan yang cepat selalu didambakan oleh setiap 

peneari keadilan. Pada umumnya. setiap pencari keadilan menginginkan 

penyelesaian perkara yang cepat dan tuntas, walaupun akhimya dikalahkan, 

daripada harus melalui suatu pemeriksaan yang berbelit~belit, bertele~tele, 

tertunda-tunda, sekalipun ak.hirnya dimenang.kan juga perkaranya. Memang sudah 

sewajarnyalah jlka para pencari keadilan menghendaJd penyelesaian perkara yang 

m lbid.00!.2. 
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cepat, ka.rena selain ingin cepat mengctahui kepastian hukum hak-haknya dalam 

suatu perkara, pemeriksaan yang bertele-tele atau tertunda-tunda juga berarti 

memcrlukan banyak biaya dan waktu mereka. Oleh karena itulah Tidak 

mengberankan apabila ada ungkapan yang berbunyi: "justice delayed is justice 

den.ied"w. Sesungguhnya banya.k hal yang menjadi penyebab lambannya proses 

peradilan. Sistem peradi!an melibatkan banyak pihak, misalnya. Hakim, Panitera, 

para pihalc, Pengacara. Jaksa dan sebagainya, Hakim akan menunda sidang ka.rena 

berbagai aiasan, misalnya k.arena sakit, karena atas permintaan para pihak. karena 

para pihak atau pengacaranya tidak datang tanpa pemberitahuan atau karena 

pengacaran:ya yang meminta sidang ditunda dengan alasan sang Pengacara ada 

sidang dj tempat lain. 

3.3.4. Konsepsi Hakim Komisaris Terhadap Perlindungan Hak Asasi Man usia 

Dari apa yang teJah dikemukakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa 

semua pemant<:tpan sistem Hukum Acara Pidana tersebut mengarah kepada 

pencitraan yang lebih baik, yaitu Hukum Acara Pidana yang mencerminkan 

keadilan yang lebih pasti berdasarkan atas penghormatan dan pertindungan 

kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Pembentukan Hakim Komisaris ditujlikan 

sebagai lembaga representasi perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya 

terhadap kedudukan 1ersangka (dalam proses penyidikan) dan terdak:wa (dalam 

proses penuntutan). Lernbaga ini dimaksudkan sebagai proteksi terhadap 

penyimpangan upaya paksa dalam arti luas dari aparatur penegak hukum.114 

Dijelaskan oleh Andi Ha.mzah, babwa Hakim Komisaris dapat melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Jaksa. dan seJanjutnya Jaksa melakukan 

hal yang sama terhadap tugas Polisi. Hal ini berbeda dengan sistem yang berlaku 

sekarang sebagaimana diatur dalam KUHAP. karena menurut KUHAP yang 

melakukan pengawasan terha.dap kedua instansi tersebut adalah Pengadilan 

melalui lembaga Pra~peradilan. 115 

Ill Ibid. 
11 ' Loc.cit. Adnan Buyung Nasulion. 
1 u Op.Cit, Wawancnm: Andl Hsmzah. 
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Pembentukan lembaga Hakim Komisaris tersebut tidak terlcpas dari 

perubahan sistc.m peradllan pidana yang ada sekarang ini karena dirasakan masih 

banyak kelemahannya. Dalam sistem lembaga Pra-peradi\an memang dirasakan 

masih ada kelemahan dan kcterbatasan dalam usahanya melindungi Hak Asasi 

Manusia sebagaimana dljetaskan di pembahasan sebelumnya, khususnya terhadap 

kedudukan rersangka (dalam proses penyidikan) dan terdakwa (dalam proses 

penuntutan).116 

Sejala.n dengan ini, menurut Indriyanto Seno Adjie, Pra~peradiian yang 

tertuang dalam KUHAP !laat ini sebenarnya telah melenceng dari konsep awal, 

karena Pra~peradilan tidak. rnengakomodir suatu kewenangan pencegahan dalam 

hal upaya paksa yang tidak s&h untuk dilakukan. Ha1 ini mengingat bahwa 

pemeriksaan Pra-poradilan dilakukan serelah upoya pokan itu relah rerjadi. lni 

jelas berbeda dengan model Hakim Komisaris yang memiJiki kewenangan 

eksekutif, yaitu melakukan suatu konsultasi-konsultasi hukum kepada Penyidlk 

dan Penuntut Umum dalam melakukan upaya paksa dalam penyidikan dan 

penuntutan yang sedang di1akukan.117 

Hakim Komisaris memutuskan tentang barang-barang apa yang dapat dan 

tidak dapat disita, Selain itu. Hakim Komisaris juga menerima laporan terdakwa 

dan keterangan saksi secara langsung, dan laporan tersebut akan dijadikan 

masukan dalam proses persidangan Pengadi!an Pidana. Atas dasar laporan 

tersebut, terdakwa dapat melakukan eksepsi dan meminta pembuktian yang jelas 

dengan berdasarkan kepada fakta-filkla yang ada sohingga diharapka." dapat 

menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.118 

Hakim Komisaris mempunyai dua kewenangan yang utama, yang pertama 

adalah penggunaan kewenangan untuk memantau tindakan-tindakan aparat 

penegak hukum. Hal ini akan sangat berguna untuk dapat mengetahui apakah 

dalam tindakannya aparat penegak hukum tidak melakuka.n pelanggaran alas Hak 

Asasi Manusia, Yang kedua adalah kewenangannya untuk meiaksanakan 

116 .Op.clt. Adnan Buyung Nnsutlon. 
117 Op.Cil. Wawancara: lndriyanto Seno Adjle. 
I II lbi.d. 
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penyelidikan awal dengan cara melakukan wawancara deng:an tersangka dan 

saksi-saksi, investi,gasi di Tempat Kejadian Perkara, dan mclakukan penelltino 

dan kegiatnn lainnya yang terkait dengan perkara tersebut (Pasal Ill . ayat {l} 

RUUKUHAP), 

Hakim Komisaris, sebisa mungkin berkonsultasi dengan Jaksa untuk dnpat 

meneari kebenaran materm. dan hasilnya ak:an direkomendasikan kcpnda 

Penyidik. Hakim Komisaris juga dapat melakukan kajian terhadap kepribadian 

atau hn.ar belakang terdakwa, misalnya dalam bentuk Laporan Psikiatris. 

Posis:i Hakim Komisaris bersifat dualis. Pertama. Hakim Komisaris 

terlibat dalam proses penelitian (sec:arn fonnil merupakan pemimpin awal 

penyidikan), dan ia adalah seorang Hakim Pengawas. Dalam prakteknya1 Hakim 

Komisaris tidak akan melakukan proses penyelidikan setiap hari. Pengawasan 

akan dilakukan secara berkala. dan banya untuk meHhat kemajuan proses 

penyelidikan saja. Kedua, Hakim Komisaris adaJah sebagai pengambil keputusan 

apabila dari penyetidikan tersebut ditemukan suatu tindakan upaya paksa atau 

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelidikan tersebut. Hakim 

Komisaris memeriksa apakah ada keberatan yang serius dari pihak terdakwa dan 

apakah terdapat cukup alasan untuk melanjutkan penahanan. Dalam prakteknya 

memang banyak ditemukan bal~hal yang masih pe.rlu dibenahi. misalnya tentang 

penahanan yang semestinya tidak pcrlu diperpanjang, tetapi aparat penegak 

hukum tetap berusaha memperpanjang penahanannya karena berbagai alas an. 119 

Menurut Indriyanto Seno Adjiet peranan Hakim Komisaris dalam sistem 

peradilan pidana di Indonesia adalah sebagai fungsionaiisasi sekaHgus re-evaluasi 

terhadap sub.sistern peradilan pidana yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan dalam struktur pembangunan hukum nasional di Indonesia. 

Selanjutnya menurut beliau bahwa peran Hakim Komisaris sebagai lembaga yang 

menggantikan Pra~peradilan adalah untuk lebih mengefektifkan pengawasan atas 

upayn paksa yang dilakukan o~eh para penegak bukum agar pelaksanaan upaya 

paksa tersebut sesuai dengan sistem hukum yang tertuang dalam peraturan 

119 Op.cil. Wewaneara : Andi Hnmznh. 
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perundang~undangan maupun tatanan norma hukum yang diakui secara nasiona~ 

rnaupun intemasfonal. 120 

Peranan Hakim Komisaris sebagai sub~sistem peradilan pidana bukan 

dimaksudktm untuk melakukan intervensi terhadap tugas dan kewenangan aparat 

penegak hukum yang tain. tetapi peranannya Jebih ditekankan sebagai lembaga 

pengawas atas pelaksanaan upaya paksa penegak hukum terhadap warga negara. 

Lembaga ini diharapkan dapat menciptakan keutuhan daiam kesatuan penegakan 

hukum (integrated of law enforcement) dalam melaks.anakan upaya paksa. 

Pengertian Haklm Komisaris di Indonesia ini lebih luas daripada pengertian 

Hakim Komisaris di beberapa negara lainnya yang juga memakai sistem ini1 

karena Hakim Komisaris tidak tertuju hanya sebagai Hakim Investigasi saja. 

Lembaga Hakim Kornisaris merupakan "mid of Primary court", dan merupakan 

bagian dari upaya melaksanakan Convention of International Covenant on Civil 

and Political Rights (ICCPR) yang telah disahkan dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and 

PolitiCal Rights (Kovenan Intemasional ientang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang 

bersifat universal dalam rangka menegakkan keadilan dan perlindungan HAM. 121 

Lembaga Hakim Komisaris diharapkan dapat menjadikan re-evaluasi dan 

rekonstruksi dari sulr-sist~m peradilan pidana yang dapat rnenunjang pencapaian 

sistem peradilan pidana itu sendiri sehingga Iebih memiliki potensi yang lebih 

baik dari sistem yang sudah berjalan sefama ini yaitu sistem Pra-peradilan :yang 

dirasakan merupakan konsep yang diimplementasikan secara keiiru berdasarkan 

pengalaman historis dan konseptual. 111 

Jelas!ah bahwa undang-undang memberiknn kewenangan kepada aparat 

penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya 

merupakan pengurangan-pengurangan terhadap Hak Asasi Manusia. Bentuk darl 

tindakan tersebut adalah upaya paksa da!am tahapan penyidikan dan penuntutan. 

Lembaga Hakim Kornisaris yang dibentuk berdasarkan RUU KUHAP 

110 Op,. Cit,. Wawe.ncarn : ll'ldriynnto. 
121 lbld. 
121 1bid. 
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dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan terhadap aparat penegak bukum 

agar dalam melaksanakan kewenangaMyn itu aparat penegnk hukum tidak 

melakukan penyelewengan atom penyalahgunaan kekuasaan dan seka!igus untuk 

mencegah agar jangan sampal melanggar Hak Asesi Manusia dari orang yang 

dikenakan tindakan upaya paksa. tersebut. 
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BABIV 

PENUTUP 

4.1. Keslmpulan 

4,LL Pembentukan Hakim Komisaris ditujukan sebagai fungsionalisasi dan re­

evaluasi terhadap sub~sistell'l peradilan pidana yang dianggap tidak 

maksimal datam rangka pembangunan hukum nasional di Indonesia. 

Lembaga Hakim Komisatis tentunya lebih efektif sebagai lembaga 

penga.wasan (controlling) terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan 

oleh aparatur penegak hukum dalam menjalankan ke'l.venangannya 

darlpada lembaga Pra~peradHan yang berlaku sekaran,e.. Hakim Komisaris 

berperan aktif dalam upaya lebih menjamin pcrlindungan terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM). Hakim Kornisaris memlliki 2 {dua) kewenangan 

yang bersifat utama. Kewenangan yang pertama ialah melakukan 

pemantauan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukam, yaitu untuk mengetahui apekah penyidikan terhadap 

perkara tlndak pidana itu dilakukan tanpa me1anggar ketentuan yang telah 

ditetapkan dan apakah hak asasi tersangka atau terdakwa itu te1ah 

dihonnati dan diJindungL Yang kedua adalah kewenangan Hakim 

Komisaris untuk melakukan wawancara dengan tersangka dan saksi-snksi, 

melak.ukan investigasi di Tern pat Kejadian Perkara. melakukan penelitian 

dan kegiatan lainnya yang terkalt dengan perkara tersebut. 

4.1,2, Terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum 

dalam sistem peradilan pidana, lembaga Hakim Komisaris merupakan 

lembaga yang diberikan kewemmgan dan kev.•ajihan sebagai "mid of 

pn'mary court'1 yang melakukan pengawasan dan penllaiao untuk 

mernutuskan dan memberikan pembatasan terhadap segala tindakan upaya 

paksa yang telah dan akan dilakukan oleh penegak hukum dalam ro.ngka 

proses peradllan pidana. Kewenangan pengawasan dan penilaian Uti 

tentunya didasarkan pada aspek perlindungan terha:dap Hak Asasi 

Manusia, dimana dalam menjalankan kewenangannya penegak hukum 
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seringka1i melakukan tindakan yang: berbenturan dengan Hak Asas:i 

Manusia. Penghentian Penyidikan dan Penghent!an Penu:-~tutan adalah 

merupakan kewenangan Penyidik maupun Penuntut Umum, namun dalam 

penerapan langkah hukum tersebur seringkali terdapat cclah-ce!ah yang 

dapat dimanipulasi ataupun direkayasa oleh penegak hukum tersebut. 

Dengan demikian, Hakim Kom!saris melakukan pengawasan sebn.gai 

tinduknn perlindungan dan pcmbatasan. Tindakan perlindungan diarallkan 

kepada tersangka atau terdakwa dari tindakan upaya paksa yang dUakukan 

terhadapnya oleh aparat penegak hukum. dan tindakan pembatasan 

diarahkan kepada pihak aparatur penegak hukum dalam melakukan 

kewenangan daJam tugas dan kewajibannya agar tidak melakukan 

tindakan*tindnkan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh 

peraturan perundang~undangan. 

4.1.3. Dalam kedudukannya sebagai sub~sistem peradilan pidana, Hakim 

Komisaris merupakan tembaga pengawasan yang di!akukan secarn 

horizontal {sejajar) antar lembagu aparatur penegak hukum dalam sistem 

peradilan demi terciptanya pcnega:kan hukum yang terpadu. Pembentukan 

lembaga Hakim Y..omisaris didasarkan pada pemildran yang lahlr dari 

upaya melaksanakan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah 

diratifikasi dan disahkan keber!akuannya di Indonesia melalui Undang­

undang Nomor 11 Tahun 2005 ten tang pengesahan international Covenam 

on Civil and Political Righ!s. Dengan mekanisme pembentuka.n lembaga 

Hakim Komisaris lni diharapkan dapat mengurangi terjadinyn 

pelanggaran~pelanggaran terhadap Hak Arui Mar.usia dalam sistem 

peradilan pidana yang berupa pelaksanaan upaya paksa yang tidak sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang­

undangan. 
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4.2. Saran 

4.2.1. Diperlukan suatu pengamran yang lebih sistematis, jelas dan rinci 

mengenai syarat-syarat sahnya upaya paksa (syarat materiil dan fonnil) 

khususnya mengenai Penghentian Penyldikan dan Penghentian 

Penuntutan. Hal ini mengingat kcwenangan yang diberikan kepada 

aparatur penegak hukum oleh peraturen perundang-undangan yang 

mengaturnya hanya sebatas ketentuan materiil saja dan tidak mengarah 

kepada ketentuan fonnil (da1am bentuk petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan yangjelas). 

4.2.2. Datum pelaksanaaonya nanti (apabila RUU KUHAP sudah disahkan), bisa 

saja akan terjadi benturan dengan peraturan yang telah ada sekarang ini. 

misalnya Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, 

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan lain sebagainya. 

Namun demi~ segala peraturan yang ;tda saat ini tentunya harus 

menyesuaikan diri dengan RUU KUHAP karena RUU KUHAP ada!ah 

suatu kodifikasi, suatu Kitab Undang-Undang. 

4.2.3. Pelak.sanaan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan yang 

dilakukan oleh .pejabat yang bersangkutan agar dilakukan secara 

transparan sesuai dengan semanga.t pembaharuan sistem Hukum Acara 

Pidana dalam RUU KUHAP. 

4.2.4. RUU KUHAP kiranya dapat segera disahkan keberlakuannya menjadi 

Hukum Positlf kita. Namun apabila pengesahan dimaksud masih 

membutuhkan waktu yang lama, maka untuk sementara waktu perlu segera 

die.dakan amandemen terhadap KUHAP yang beriaku sekarnng ini, 

khususnya yang mengatur tentang Penghentian Penyidikan dan 

Penghentian Penuntutan, 
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